BAB Il1
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG BERSIKAP

MEMIHAK DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA

3.1 Landasan Yuridis Dalam Penjatuhan Sanksi Hukum Notaris Dalam
Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum
Sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku
manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap system norma selalu
bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan
hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku
sosial tertentu. Dalam kondisikondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga
hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.
Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila melekat unsur sanksi, walaupun
norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. Hukum
merupakan himpunan petunjuk hidup berisi perintah dan larangan yang mengatur
tata tertib dalam suatu masyarakat dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat itu.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar
ketentuan hukum tersebut.®® Hukum dapat pula didefenisikan sebagai keseluruhan
peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan kedamaian atau

keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum

8 Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007, him. 50.
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mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau
dapat merupakan sanksi ganti-rugi bagi pihak yang melanggar hukum terhadap
pihak yang menderita kerugian. Pada prinsipnya hukum berkaitan dengan sanksi.
Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur
dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.

Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi.
Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi
terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat
sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Pada dasarnya secara umum di
Indonesia di kenal ada tiga jenis sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan
sanksi administratif atau administrasi. menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini
bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-
peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari
adanya pelanggaran tersebut.

a. Sanksi pidana
Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan
dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum
administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk
mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran
dikenakan sanksinya berupa pidana. Hukuman pidana adalah reaksi atas delik
dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada
pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi
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terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas
penambahan penderitaan dengan sengaja. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu
adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan
masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

b. Sanksi Perdata
Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-
hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat
perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk
memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti
dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
c. Sanksi Administratif
Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku
administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga
terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu
sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau
administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi
administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya.
Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
membuat akta autentik yang merupakan dokumen negara yang harus dirahasiakan
dan dijaga wajib memiliki rambu hukum untuk mengatur hak dan kewajiban, sikap

dan perilaku agar dapat melaksanakan profesinya dengan baik dan benar sesuai
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum
kenotariatan.

Oleh karena itu di Indonesia pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris diatur
dalam UUJN dan kode etik notaris sebagai landasan yuridis pelaksanaan jabatan
notaris tersebut. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban
dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17, 52 UUJN dan Pasal
3, 4 kode etik notaris hasil kongres luar biasa di Banten pada tahun 2005 dapat
dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik
bahkan sanksi pidana.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran
hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam
memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi
yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang
dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM dan juga Majelis Pengawas Notaris).

Sanksi hukum di bidang perdata yang dapat dikenakan kepada notaris atas
pelanggaran hukum ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai
keberpihakan notaris terhadap salah satu penghadap dalam pembuatan akta autentik
adalah bahwa notaris tersebut dapat digugat ganti rugi biaya dan bunga oleh pihak

yang dirugikan ke pengadilan atas terbitnya akta autentik tersebut.®’

67 Chairul Naas. Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta PPAT, Pradnya Paramitha, Jakarta,
2014. him. 65.
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Pelanggaran terhadap kode etik notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 dapat mengakibatkan notaris tersebut dijatuhi sanksi administratif oleh
Majelis Pengawas Notaris.(selanjutnya disingkat MPN). Adapun sanksi pidana
karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu
suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
sebagai contoh telah memenuhi unsur pidana "nemasukkan keterangan palsu ke
dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Delik ini merupakan delik aduan (klacht delict), dimana notaris dapat diproses
secara hukum oleh penyidik bila ada pengaduan dari pihak lain yang dirugikan
haknya karena perbuatan notaris yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta
autentik tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang diatur
dalam UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan
terhadap notaris atas pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif
yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan
hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi
administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat
(1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17
ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal
54 ayat (1) UUJN.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran
hukum perdata. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait sanksi

perdata menyebutkan bahwa: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris
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terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat
(7) dan ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44
ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sanksi perdata terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal di atas dan
mengakibatkan suatu akta akan terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagali akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang
menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

Pelaksanaan turunnya kekuatan pembuktian akta hanya karena kurang paraf,
(Pasal 50 ayat (2) UUJN) yang salah satu akibatnya berpengaruh pada perjanjian
kredit apabila debitur wanprestasi, kemudian Notaris harus mengganti kerugian
berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul. Apabila ada pihak debitur yang
beritikad tidak baik, hal-hal tersebut dapat menjadi celah hukum untuk menjatuhkan
sanksi kepada Notaris tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Disisi lain, hal ini dapat membuka kemungkinan interpretasi bahwa
pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya
menjadi akta di bawah tangan dapat dilakukan secara sepihak tanpa harus melalui
proses gugatan ke pengadilan. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap

ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai penjatuhan
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sanksi pidana terhadap Notaris. Tidak dijatuhkannya sanksi pidana terhadap Notaris
yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris, disebabkan
dalam peraturan UUJN dan Kode etik Notaris tidak mengaturnya.

Selain itu Notaris yang dijatuhi pidana dianggap hanya melakukan pelanggaran
kecil, sehingga hanya dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau ganti rugi ataupun
sanksi administrasi atau hanya berupa teguran. Namun dalam praktek, Notaris
dalam melakukan suatu pelanggaran UUJN, sebenarnya dapat dijatuhi sanksi
administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau
dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi
hukum (sesuai hukum acara) baik itu sanksi perdata maupun sanksi pidana terhadap
Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN, berakibat timbulnya
ketidakpastian — hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan
perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat
pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama
belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti
ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus
dipakai atau diterapkan. Apabila hal ini terjadi, maka hak Notaris dan para pihak
yang terkait tidak memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak memberikan
perlindungan hukum.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Pidana
Pembuktian yang dibutuhkan para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu

merupakan tanggung jawab notaris. Ketika para pihak meminta notaris untuk
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membuat akta, notaris akan melakukannya setelah meninjau pernyataan, fakta, dan
bukti yang dibuat oleh para pihak.%®

Fungsi tambahan notaris adalah memberi nasihat kepada para pihak tentang
masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang berlangsung. Setiap
rekomendasi yang dibuat oleh Notaris dan selanjutnya dicatat dalam akta yang
berlaku dianggap sebagai keinginan dan pernyataan para pihak, bukan pendapat
Notaris sendiri.

Apabila suatu akta notaris digugat oleh beberapa pihak atau pihak ketiga, maka
notaris tersebut seringkali dianggap terlibat atau mendukung suatu tindak pidana,
yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta notaris.®® Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah Notaris tersebut mungkin telah bertindak jahat atau apakah ia
mungkin telah bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan kejahatan melalui
kesalahan yang tidak disengaja. Sanksi harus dijatuhkan jika terbukti bahwa Notaris
tersebut telah jelas melanggar hal ini.

Suyanto dalam karyanya mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan
salah satu cabang hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:”®

1. Ada peraturan dan larangan atas tindakan tertentu berdasarkan hukum

pidana, beserta prospek hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi
norma tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dokumen serupa
menjabarkan asas-asas dasar hukum pidana.

2. Agar suatu pelanggaran dapat dikenakan hukuman pidana, maka harus

memenuhi persyaratan tertentu. Berisi:
a. Pelanggaran itu sendiri; Kesalahan pidana si pelaku.

8 Ibid, him. 55.
8 Ibid, him. 56.
70 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Ed.1, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, him. 1
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b. Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya terang-terangan melanggar

ketentuan hukum pidana, sesuai dengan konsep geen straf zoned schuld
(tiada kejahatan tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Dalam bagian
"Alasan penghapusan pidana” Buku Il Bab Il KUHP, terdapat
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal berikut: Pasal 44
yang mengatur tentang ketidakmampuan si pelaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan Pasal 48 yang mengatur
tentang kekebalan si pelaku dari hukuman karena keadaan memaksa
(overmacht) dan

3. Prosedur yang harus diikuti oleh negara, melalui kewenangan hukumnya,
saat menyelidiki calon pelanggar hukum pidana dan memutuskan apakah
akan menghukum mereka secara pidana atau tidak, serta prosedur yang
dapat diikuti oleh terdakwa untuk melindungi hak-haknya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan

kepentingan umum. Semua warga negara Indonesia harus dilindungi hak dan

kepentingannya melalui sistem peradilan pidana, yang harus sesuai dengan

Pancasila.”?

Kaitannya dengan pertanggung jawaban secara pidana oleh Notaris untuk

dimintai keterangan atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN

menyebutkan :

1)

2)

3)

4)

Dalam hal sistem hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan

lampu hijau dari Dewan Kehormatan Notaris, dapat melakukan hal-hal

berikut:

a. Membuat salinan Risalah Akta Notaris dan surat-surat yang
menyertainya yang berada dalam penguasaan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan mengenai Akta
Notaris atau Protokol yang berada dalam penguasaannya.

Berita acara serah terima dibuat dengan membuat fotokopi Minuta Akta

atau surat-surat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a;

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat

permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan

Kehormatan Notaris harus memberikan tanggapan berupa keputusan

setuju atau tidak setuju terhadap permohonan izin tersebut; dan

Tanpa adanya tanggapan dari Dewan Kehormatan Notaris dalam jangka

waktu yang ditentukan pada ayat (3), permohonan izin dianggap

disetujui.

™ Ibid.
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Akan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika Kepolisian, Kejaksaan, atau
Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 66 UUJN karena ketentuan tersebut bersifat
wajib bagi mereka. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Notaris harus
dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum lembaga mana pun, termasuk Kepolisian,
Kejaksaan, atau hakim, mengeluarkan surat perintah untuk memberikan keterangan
kepada notaris.”?

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah, dalam
praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan
atau hakim langsung datang menghadap pada instansi yang menghadap, tanpa
diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris
melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika
terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau terdakwa.

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim
bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, atau hakim menyepelekan ketentuan
pasal 66 UUJN, maka terhadap kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini
terjadi Kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya
masing-masing, dan disisi yang lain, perkarsa yang disidik atau diperiksa tersebut
dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat

dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi.

2 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,
Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 24.
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Jika perbuataan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka
jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No.
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pihak yang berwenang untuk mengawasi
tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk
melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis
Pengawas Yyang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan
ahli/akademisi (pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN). Sesuai pasal 68 UUJN Majelis
Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas
Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis pengawas daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat
pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada
Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (pasal 69
ayat (1) UUJN).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah disebutkan dalam Pasal 70 UUJN
antara lain adalah: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta
menerima laporan dai masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam penegakan kode etik Notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain
tugasnya adalah:

- Melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
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- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik

yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung; serta

- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Masih dari situs media Notaris disebutkan contoh pelanggaran-pelanggaran
kode etik yang ditangani Dewan kehormatan antara lain adalah jika oknum Notaris
mengiklankan diri tau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya.
Termasuk juga menjelek-jelekkan teman seprofesi tentang pekerjaan Notaris lain.
Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak
melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan
pelanggaran

Belum ada pengaturan yang komprehensif tentang sanksi pidana bagi notaris
sesuai dengan ketentuan UUJN mengenai akta yang dibuatnya. Meskipun
demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila notaris tidak melaksanakan
tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan memihak, salah satu pihak dapat
mengalami kerugian finansial.

Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut
meliputi:’3

a. Ketepatan waktu, tanggal, bulan, dan tahun;

b. Orang yang menghadap notaris;
c. Adanya tanda tangan yang berseberangan;

3 Gjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Pembuatan Akta, Cet.l, Mandar Maju, Bandung, 2011, him. 208.
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d. Ketidaksesuaian antara salinan akta dengan risalah akta
e. Adanya salinan akta tanpa dibuatkan risalah akta; dan
f. Tanda tangan yang tidak lengkap pada risalah akta, tetapi tetap diterbitkan.

Oleh karena itu, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun demikian,

ada beberapa pembatasan yang berlaku untuk penuntutan Notaris:”*

1)

2)

3)

Notaris dapat melakukan gugatan hukum terhadap bagian lahiriah, formal,
dan konkret dari suatu akta apabila tersangka mengetahui atau seharusnya
mengetahui bahwa akta tersebut akan dijadikan dalih untuk melakukan
tindak pidana. Dari sudut pandang orang luar, akta Notaris memiliki nilai
pembuktian karena harus dipersepsikan sebagaimana adanya; apabila
seseorang berpendapat bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai
akta, pihak yang bersangkutan harus memberikan bukti yang sebaliknya.
Secara formal, akta Notaris harus membuktikan bahwa peristiwa dan fakta
yang diuraikan di dalamnya telah dilaksanakan dengan sepatutnya oleh
Notaris dan dijelaskan oleh orang-orang yang hadir pada waktu yang
ditentukan di dalamnya. Di satu pihak, harus ada kepastian mutlak
mengenai substansi suatu akta, artinya isinya dapat dijadikan bukti
terhadap para pihak yang terlibat.

Di lain pihak, harus ada tindakan hukum Notaris dalam membuat akta
yang jika dinilai berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.
Terakhir, perilaku Notaris harus sejalan dengan kewenangan yang
berwenang menilai perilakunya, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada notaris, maka batasan-batasan tersebut

harus dipatahkan. Artinya, pelanggaran tersebut harus diatur dalam UUJN dan

KUHP.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, kemampuan untuk

membuktikan secara kognitif kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh notaris

sangat penting. Oleh karena itu, kekuatan penalaran hukum sangat penting.”>

™ bid.
5 1bid.
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Ketentuan Pasal 266 KUHPidana sudah jelas mengatur tentang ancaman
hukuman apabila memakai, memasukkan, membuat akta otentik sehingga
merugikan orang lain, yaitu :

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika
perbuatannya memerintahkan pencantuman keterangan palsu dalam
suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menimbulkan
kerugian.

(2) Demikian pula jika seseorang menggunakan suatu dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang isinya palsu atau
menyesatkan, maka ia diancam dengan pidana yang sama jika
pemalsuan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pelanggaran tugas notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun apabila
perbuatan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran menurut UUJN, maka perbuatan
tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran. Aspek perbuatan melawan hukum
belum tentu tercakup dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan
perundang-undangan.’®

Beberapa faktor dapat meringankan pelanggaran hukum suatu tindakan.
Merupakan praktik umum dalam teori hukum pidana untuk mengklasifikasikan
alasan penghapusan hukuman pidana berikut:’”

1. memberikan penjelasan atas  Penjelasan:  Penjelasan  yang
menghapuskan pelanggaran hukum suatu tindakan dan mengubahnya
menjadi perbuatan yang benar;

2. Penjelasan yang memaafkan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena tidak bertanggung jawab,
meskipun tindakannya masih ilegal dan merupakan kejahatan.

76 Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta, 2003, him.
153.
" Ibid, hlm. 154.
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Dengan demikian, Notaris yang bersangkutan terhindar dari tuntutan pidana,
karena tolok ukur penilaian suatu akta harus berlandaskan pada pelanggaran UUJN
dan Kode Etik Notaris.

Oleh karena itu, ia harus memberikan bukti tentang sifatnya yang bermasalah
jika pihak yang bersengketa menunjuk pada akta Notaris. Namun, jika ternyata di
pengadilan bahwa notaris, baik sengaja atau tidak, terlibat dalam suatu akta yang
tampaknya menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain, ia harus
menghadapi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kasus ini. Sanksi dapat
berupa tindakan notaris di mana notaris tidak memiliki kewenangan yang
sebenarnya atau di mana kewenangan notaris hanya dilimpahkan pada suatu akta.’®
Notaris mungkin menghadapi peringatan atau mungkin pemecatan tidak hormat
sebagai tindakan disiplin.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, suatu

perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat komulatif.

Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang
membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau
materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan
karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kata kecakapan yang dimaksud

dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,

8 1bid, him. 211.
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yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21

tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa,

sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum

dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut

Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh

undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang

telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

3. Suatu Hal Tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus
jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan; dan

4. Suatu Sebab Yang Halal. Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal
yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yaitu : Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak

bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-

undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan
syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian,
sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara
mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian

bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat
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dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang
memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan,
bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi
hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada
perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa kelalaian Notaris dalam membuat akta sesuai dengan
fakta hukum merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH
Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan
empat unsur penting, yaitu: pertama, harus ada perbuatan; kedua, harus ada unsur
kesalahan; ketiga, harus ada kerugian; dan terakhir, harus ada hubungan sebab
akibat antara kesalahan dan kerugian.”

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau
karena kecerobohan. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
mengatur ketentuan mengenai hal ini : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan
hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Apabila terjadi
kesalahan akibat kelalaian atau pelanggaran hukum perdata, pelanggarnya dapat

dikenakan akibat perdata.8’ Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan

9 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 3.
80 Karina Prasetyo Putri, Op.,Cit, him. 12.
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bentuk hukuman perdata yang mungkin. Jika notaris menerima gugatan hukum
yang menyatakan bahwa akta yang dipermasalahkan cacat atau batal demi hukum,
pihak yang mengajukan tuntutan dapat meminta hukuman dari notaris.

Kewenangan pembuktian akta notaris bersifat mutlak, tetapi akta tersebut
kehilangan sebagian kekuatannya jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi,
sehingga akta tersebut tidak lebih dari sekadar akta di bawah tangan. Akta notaris
yang tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini tidak dapat berlaku sebagai akta di
bawah tangan, menurut Pasal 1869 KUHPerdata “Suatu akta yang tidak dapat
diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya
pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya,
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para
pihak”.

Pengakuan para pihak atas akta perdata memberikan nilai pembuktian yang
lengkap. Terlepas dari apakah para pihak melanggar ketentuan khusus dalam
UUJN, akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan
mengikat bagi mereka. Semua akta dianggap tidak pernah dibuat atau ada jika
dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat diterima sebagai
dasar klaim untuk mendapatkan ganti rugi, sering kali melalui pembayaran kembali
biaya, ganti rugi, dan bunga. Tidak ada jumlah uang, ganti rugi, atau bunga yang

dapat diminta kembali dari akta notaris yang secara hukum tidak sah.5!

81 Karina Prasetyo Putri, Op.,Cit, him. 13.
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Kemampuan notaris untuk menagih honorarium, ganti rugi, dan bunga
tergantung pada sifat hubungan antara notaris dan pihak-pihak yang menggunakan
jasanya. Selama salah satu pihak tidak puas dengan tindakan notaris, pihak tersebut
dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada notaris dengan menggugatnya
di pengadilan yang sah. Tuntutan ganti rugi atas honorarium, ganti rugi, dan bunga
terhadap notaris tidak bergantung pada apakah alat bukti telah berubah posisi akibat
pelanggaran UUJN; melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang
berkembang antara notaris dan pihak-pihak yang berdiri di hadapannya.

Bukan hal yang aneh bagi pihak ketiga untuk menyertakan notaris sebagai
tergugat dalam tuntutan hukum ketika mereka meyakini tindakan atau tidak adanya
tindakan notaris dalam akta tersebut merupakan tindakan hukum terhadap mereka
atau orang lain yang disebutkan dalam akta tersebut. Selanjutnya mengenai faktor
penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 48
UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan
cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dengan
penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian
yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan
Notaris.

Paraf berlaku sebagai tanda tangan, sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau
tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat
penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Faktor
pembatalaan akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 49 UUJN

yang pada dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan isi



77
akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan
menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk
bagian yang diubah

Kasus ini melibatkan potensi tanggung jawab perdata yang timbul dari fakta
bahwa akta Notaris tersebut tidak secara material salah. Pelanggaran hukum dapat
diklasifikasikan menjadi salah satu dari tiga cara menurut para ahli hukum:
disengaja, tanpa kesalahan (yaitu, tanpa maksud atau kecerobohan), dan lalai.?
Kesengajaan adalah  bentuk pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan,
menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga
menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan maksud kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya
mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain, dan
tanpa kesalahan adalah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat,
artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya dengan Notaris
dalam bertindak harus penuh tanggungjawab.

Seorang Notaris juga dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama
dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau
menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya
sebagai tindakan yang melanggar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugasnya
memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah

atau lebih dikenal dengan nama presumptio iustae causa, artinya akta yang dibuat

82 Umi Mamlu’ul Hikmah, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi
Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Kumpulan Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, him. 16.
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oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan
akta tersebut tidak sah.

Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat
yang diajukan oleh pihak yang membuat akta.7 Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris
sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang
menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan
kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan adminsitratif
untuk membuat suatu akta.

Jika notaris gagal memenuhi tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan
memihak, salah satu pihak dapat menderita kerugian finansial. Notaris dapat
menghadapi tuntutan perdata jika hal itu menyebabkan kerugian finansial; tetapi,
jika tidak ada kerugian tersebut, tuntutan tersebut akan ditolak. Sebagian besar,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur operasional kantor Notaris. Untuk
melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan bahwa orang tertentu tidak
kehilangan hak-haknya, profesi notaris mengambil tindakan pencegahan ekstra,
seperti menegakkan kredibilitas akta otentik, khususnya yang ditandatangani oleh
notaris.

3.3 Pertanggung Jawaban Secara Kode Etik Notaris

Profesionalisme dan penghormatan terhadap hukum seorang notaris akan
sangat terganggu jika tidak mematuhi UUJN dan kode etik notaris dalam
menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seorang Notaris

dapat bersikap jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ikatan Notaris
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Indonesia atau yang disingkat INI merupakan organisasi yang wajib diikuti oleh
semua notaris di Indonesia.

Notaris diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut sesuai
dengan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Banten 2015:" Berperilaku
sesuai dengan ketentuan sumpah jabatan Notaris dan semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan cara yang tidak memihak dan terus terang serta
menjunjung tinggi rasa tanggung jawab pribadi yang kuat.”8

Sesuai dengan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a, Ikatan Notaris Indonesia
(I.N.1) telah ada sejak tanggal 1 Juli 1908. Ikatan Notaris Indonesia telah diakui
sebagai Badan Hukum (rechtpersoon) berdasarkan Keputusan Pemerintah
Gouvernements Besluit Nomor 9, tanggal 5 September 1908. Dengan demikian,
Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah tunggal bagi semua orang di Indonesia
yang menduduki dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum.8*

De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging pertama kali didirikan di
Batavia pada tanggal 1 Juli 1908. la mendapat pengakuan resmi sebagai suatu badan
hukum (Gouvernements Besluit) dengan Nomor 9, tanggal 5 September 1908.%8°
Setelah beberapa perubahan, namanya menjadi lkatan Notaris Indonesia, satu-
satunya kelompok di Indonesia yang mensertifikasi notaris. Setelah mendapat
pengesahan dari Pemerintah, maka telah dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995. Hal ini

8 R Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta, 2010, him. 21
84https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-Notaris--tempuh-
langkah-ini . Online Diakses Sabtu 03 Desember 2024 Pukul: 15.06.
% Ferdinanto Ahmad, Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya, Rajawali
Press, Jakarta, 2009, him. 38.


https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini
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sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23
Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995. Dengan demikian, maka telah
ditetapkan.8®

Sebagai lampiran UUJN yang memberikan klarifikasi atau penjabaran lebih
lanjut mengenai pasal-pasal UUJN, INI bertanggung jawab untuk menyusun kode
etik saat ini. Seperangkat aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan etika
yang merupakan kode etik. Tanggung jawab etika notaris didefinisikan dalam
UUJN, tetapi diperlukan interpretasi untuk menentukan bagian mana dari undang-
undang yang berada dalam lingkup kode etik dan, sebagai perluasan, hukuman apa
yang berlaku.

Adanya norma hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dan
kemungkinan adanya hukuman atas pelanggarannya, melahirkan tanggung jawab.
Kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sebagai tanggung jawab
hukum karena kewajiban tersebut bersumber dari amanat peraturan perundang-
undangan dan sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi yang diamanatkan
oleh UU. Dalam kamus hukum, "tanggung jawab™ dapat berarti "tanggung jawab
hukum," yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas
konsekuensi tindakannya (seperti kesalahan), atau "tanggung jawab politik," yang
berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara politik atas tindakannya.

Istilah "etika profesional™ mengacu pada serangkaian nilai yang harus dijunjung
tinggi oleh semua profesional yang bekerja saat mewakili klien atau pelanggan

mereka. Profesional yang berbeda memiliki standar perilaku yang berbeda dalam

8 bid.
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hal persepsi publik terhadap profesi yang mereka pilih. Kode etik adalah ekspresi
resmi dari etika profesional. Istilah "kode" mengacu pada segala sesuatu yang telah
diputuskan oleh suatu komunitas secara keseluruhan sebagai sesuatu yang mengikat
secara hukum; dalam contoh ini, kode etik mengatur bagaimana para profesional di
komunitas tersebut diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka.®’

Berikut ini adalah beberapa bidang utama di mana kode etik ini memberikan
instruksi kepada para penganutnya tentang cara berperilaku secara profesional:2®

1) keterhubungan antara klien dan profesional;
2) kriteria penilaian profesional;

3) output dari studi akademis dan jurnal; dan
4) saran dari praktisi swasta.

5) Tingkat kompetensi dan gaji secara umum;
6) Manajemen karyawan; dan

7) Persyaratan pelatihan.

Notaris diharapkan tidak hanya menangani masalah hukum teknis; mereka juga
diharapkan berperan aktif dalam membentuk hukum negara mereka. Notaris harus
mewujudkan cita-cita perjuangan nasional dalam pekerjaan sehari-hari mereka,
terutama dalam hal peningkatan layanan masyarakat, dan mereka harus mematuhi
perkembangan undang-undang nasional agar dapat menjalankan profesinya secara
kompeten.®°

Persyaratan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris
merupakan salah satu contoh hukum formal yang tercantum dalam UUJN. Bagi

seseorang yang memiliki kedudukan amanah dan menjalankan sebagian

kewenangan negara, seperti notaris, sangat penting untuk menunjukkan moralitas

87 |bid.
88 |_ubis Suhrawardi K, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him. 20.
8 Umi Mamlu’ul Hikmah, Op,.Cit, him. 16.
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yang lebih baik dari yang diharapkan dari masyarakat luas. Tentu saja, Kode Etik
Notaris mengatur standar perilaku dan sikap yang dituntut dari seorang Notaris
dalam hal ini.®°

Istilah "kode etik" mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang
mengatur suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, Kode Etik Notaris adalah
seperangkat prinsip tentang cara berperilaku etis sebagai pejabat yang ditunjuk
pemerintah atau warga negara yang melaksanakan layanan publik, khususnya di
bidang pembuatan dokumen yang mengikat secara hukum.®?

Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, seorang notaris harus memahami
dengan baik semua tantangan yang mungkin terjadi. Memberikan bantuan
profesional kepada mereka yang membutuhkan dengan tetap menjaga
independensi, kejujuran, imparsialitas, dan rasa tanggung jawab yang kuat.?

Motivasi utama notaris bukanlah keuntungan finansial, melainkan keinginan
untuk mengabdi kepada masyarakat, karena ini adalah profesi mulia yang
membantu menegakkan keabsahan hubungan hukum yang dibentuk oleh anggota
masyarakat saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran
notaris dalam melaksanakan akta adalah peran kepercayaan, yang harus ia berikan

pembenaran yang adil dan moral.

% | Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, Pertanggungjawaban
Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, him. 271.

%1 Ibid.

%2 Ibid, hlm. 273.
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Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Perubahan Kode Etik Notaris

Kongres Luar Biasa lIkatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015
menyebutkan :

Kode Etik Notaris, yang juga dikenal sebagai Kode Etik Notaris, adalah
seperangkat pedoman moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia
("lkatan™) dan ditegakkan oleh Kongresnya. Pedoman ini berlaku untuk
semua notaris, baik sementara maupun pengganti, serta untuk anggota
Ikatan dan siapa pun yang menjalankan tugas kenotariatan.

Ketika seorang notaris membuat akta asli, ia harus bertanggung jawab penuh
jika terjadi pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.®® Karena
notaris hanya mencatat maksud para pihak dalam akta yang memuat kata-kata
mereka, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila salah satu
pihak melakukan kekeliruan atau pelanggaran hukum saat menjalankan
kewenangan resminya sesuai dengan kode etik.

Kode etik profesi pada hakikatnya bertujuan untuk merumuskan asas-asas etika
dengan tujuan :°*

1. Menetapkan pedoman moral Kode etik bagi para profesional menetapkan
aturan yang harus diikuti oleh semua profesional di bidang tertentu. Kode
etik ini merinci proses untuk menetapkan tugas dan hak sehubungan dengan
Klien institusional dan masyarakat umum;

2. Menetapkan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
Profesional diharuskan untuk mematuhi kode etik yang menjabarkan
batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan
tugasnya. Profesional sering kali menemukan diri mereka dalam kesulitan
ketika mencoba melaksanakan kewajiban mereka;

3. Memberikan nasihat etika Anggota mendapatkan bimbingan moral dari
kode etik saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Meskipun nasihat

% Abdi Maminang, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam
Pelaksanaa Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UndangUndnag Jabatan Notaris, Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, him. 50.

% http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris, Online
Diakses Minggu, 31 Januari 2025 pukul 02.57.
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tersebut bersifat moral, nasihat tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi
para profesional untuk melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan tanpa
takut akan pembalasan. Merupakan hal yang terpuji untuk menerapkan etika
profesional dalam praktik; dan

4. Pedoman untuk kontrol sosial Orang yang tidak mematuhi atau menjalankan

kualitas suatu profesi sering kali merasa sangat sulit untuk mencapai profesi
tersebut karena independensinya. Meskipun demikian, akan menjadi tidak
profesional bagi para profesional untuk selalu bergantung pada kode etik
mereka. Dengan asumsi mereka berperilaku bermoral pada dasarnya, kode
etik akan melindungi mereka. Mereka menjaga otonomi mereka sebagai
profesional dengan mematuhi kode etik.

Jika salah satu pihak atau lebih memberikan informasi yang tidak akurat kepada
Notaris, maka masing-masing pihak bertanggung jawab secara individual atas
konsekuensinya. Dalam kasus ketika notaris melakukan penipuan dengan sengaja,
atau jika kesalahan tersebut merupakan hasil dari kelalaian notaris sendiri, maka
notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. ° Ketidakberpihakan dan kehati-hatian
notaris dalam menjalankan tugasnya akan meningkatkan perlindungan notaris.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik
yang berpihak ke salah satu penghadap adalah apabila terbukti oleh Dewan
Kehormatan Notaris dengan itu terdapat sanksi yang akan didapat.

Dalam perannya sebagai lembaga independen dan independen dari Ikatan
Notaris, Dewan Kehormatan bertugas untuk menjaga kode etik profesi notaris, serta
menjaga kehormatan dan kedudukan notaris. Dewan Kehormatan terdiri dari tiga

tingkatan: Dewan Kehormatan Nasional yang bertanggung jawab atas seluruh

wilayah Indonesia; Dewan Kehormatan Provinsi yang bertanggung jawab atas

% Ibid.
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setiap provinsi; dan Dewan Kehormatan Kota atau Kabupaten yang bertanggung
jawab atas setiap kota atau kabupaten.
Ketentuan sanksi Notaris terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Perubahan Kode
Etik Notaris Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei
2015 menyebutkan :
Anggota yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam kode etik dapat
menghadapi konsekuensi seperti:

Permohonan maaf;

Peringatan;

Pemecatan masa percobaan dari keanggotaan Asosiasi;

Pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi; dan
Pemecatan permanen dari keanggotaan Asosiasi.

P00 o

Apabila anggota tetap (Notaris aktif) katan Notaris melakukan pelanggaran,
baik berupa pelanggaran norma kesusilaan maupun perbuatan yang dapat
mencemarkan nama baik profesi atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap
Notaris, maka Dewan Kehormatan Pusat dapat memutuskan dan memberikan
sanksi. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa teguran keras atau
peringatan sederhana. Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik Notaris
disesuaikan dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran.

Notaris dapat menghadapi konsekuensi karena tidak melaksanakan tugasnya
sebagai notaris jika masyarakat mengajukan pengaduan atau Majelis Pengawas
Notaris (MPN) melakukan pemeriksaan dan menemukan notaris tersebut
melakukan pelanggaran.® Notaris yang bersangkutan dipanggil oleh MPN daerah.
Hasil pemeriksaan terhadap prosedur Notaris dan pemeriksaan terhadap Notaris itu

sendiri dituangkan dalam suatu berita acara yang disusun oleh MPN Daerah.

% HLM. Budi Untung, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, 2002, him. 100.
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Menurut KEN, ada dua tingkat pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh notaris, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.®’

Tingkat pemeriksaan dan hukuman pertama sebagaimana tercantum dalam

Pasal 9 Kode Etik Notaris Perubahan Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris

Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015, menyatakan:

1.

Setelah Dewan Kehormatan Daerah/Pusat menemukan bukti adanya
dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di
atas, Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib
memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan melalui panggilan
tertulis untuk menegaskan terjadinya dugaan pelanggaran dan
memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan
atau membela diri. Proses ini wajib diselesaikan dalam waktu empat
belas hari kerja. Batas akhir penyampaian panggilan adalah empat belas
(14) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang dijadwalkan;
Apabila anggota yang bersangkutan tidak hadir pada hari ujian yang
telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang menyelenggarakan
ujian akan memberikan pemanggilan kedua kepada yang bersangkutan
paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak pemanggilan pertama;
Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan kedua,
Dewan Kehormatan yang membidangi penyidikan akan menerbitkan
panggilan ketiga paling lambat empat belas hari kerja sejak penyidikan
berakhir;

Sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik, Dewan Kehormatan pemeriksa akan
tetap bersidang dan memutuskan putusan dan/atau hukuman apabila
yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah pemanggilan ketiga.
Anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang melakukan
pemeriksaan masing-masing menandatangani berita acara hasil
pemeriksaan. Tanda tangan Dewan Kehormatan pemeriksa cukup
apabila anggota yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita
acara pemeriksaan;

Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib memutuskan
hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan memberikan sanksi kepada
yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal rapat terakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan.

Anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dengan Surat Keputusan
Dewan Kehormatan pemeriksa apabila tidak terbukti melakukan
Pelanggaran.;

7 Ibid.
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8. Merupakan  tanggung jawab  Dewan  Kehormatan  yang
menyelenggarakan ujian untuk memastikan bahwa Surat Keputusan
tersebut sampai kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat,
dengan duplikat yang dikirimkan ke lokasi-lokasi berikut: Pengurus
Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan
Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Jika
Kongres memutuskan untuk memberikan sanksi kepada seorang
anggota, mereka harus mengirimkan pemberitahuan melalui pos tercatat
kepada anggota yang diperiksa beserta salinannya ke: Pengurus Pusat,
Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan
Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

9. Penghakiman dan pemeriksaan persidangan tunduk pada peraturan dan
tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan sebagai berikut:

a. la harus selalu memperlakukan setiap anggota dengan sopan dan
hormat;

b. la harus menjaga lingkungan agar tetap hangat dan ramah; dan

c. la harus merahasiakan informasi apa pun yang ia temukan.

10. Ujian dilaksanakan secara tertutup, tetapi pembacaan keputusan
dilakukan secara terbuka;

11. Agar ujian Dewan Kehormatan dianggap sah, maka harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota. Apabila pada saat
dimulainya sidang tidak memenuhi jumlah peserta yang ditentukan,
maka sidang akan ditunda selama 30 menit. Sidang tetap sah dan dapat
mengambil keputusan secara sah apabila setelah penundaan tidak
memenuhi kuorum;

12. Setiap penguji dalam Dewan Kehormatan berhak atas satu suara; dan

13. Apabila belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah di tingkat
pimpinan daerah, maka tugas dan wewenang Dewan Kehormatan
Daerah dialihkan kepadanya..

Apabila dari serangkaian proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada
tingkat pertama Notaris tidak menerima dengan hasil tersebut maka masih
mempunyai hak banding terhadap putusan pertama, Berikut ini dikemukakan sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 Kode Etik Notaris Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan
Notaris Indonesia di Banten Tahun 2009-2010 :

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat
Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan
Kehormatan Wilayah;

2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim
langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan



10.

11.

12.
13.

14.
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Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,
Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan
Daerah;

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan
permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat
wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan
Pusat;

Dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak pemeriksaan terakhir
anggota pada sidang terakhir, Dewan Kehormatan Pusat harus
memberikan keputusan atas permohonan banding tersebut;

Dewan Kehormatan Pusat tetap mengambil keputusan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meskipun anggota yang
dipanggil tidak hadir;

Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut
kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya
kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan
Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat
Keputusan;

Anggota wajib mengajukan permohonan banding paling lambat tiga
puluh (30) hari kerja sebelum rapat Kongres dijadwalkan;

Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim
langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres
melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus
Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan
Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan
Daerah;

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan
permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus
Pusat;

Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang
mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam Kongres;

Permohonan banding harus diputus dalam sidang Kongres;

Meskipun anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam sidang,
keputusan tetap diambil oleh Kongres.

Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat
keputusan kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat, dengan
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tembusan kepada: Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Dewan
Kehormatan Daerah, Pimpinan Daerah, dan Dewan Kehormatan
Daerah;

15. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keputusan

sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap::

a. Anggota dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis;

b. Anggota dapat dikenai sanksi skorsing sementara atau dikeluarkan
dari lkatan dengan hormat atau tidak hormat apabila tidak
mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan; dan

c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah memutuskan konsekuensi
banding atas sanksi tersebut.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Perubahan Kode Etik Notaris pada
Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015
bahwa sejak putusan banding Notaris tersebut diputus dengan pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan
hormat, maka putusan Dewan Kehormatan Pusat/Kongres tersebut mempunyai
kekuatan hukum tetap dan dicatat dalam daftar anggota ikatan tersebut: “Pengurus
Pusat wajib ‘mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap
keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan
Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Semua anggota dan siapa pun yang menjalankan profesi notaris wajib mematuhi
Kode Etik ini sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh
Kongres INI. Hal ini mengingat notaris adalah pejabat yang bertugas untuk
menjamin keselamatan dan keadilan bagi mereka yang menggunakan jasanya.

Demi kepentingan kliennya, notaris harus menjunjung tinggi standar yang

ditetapkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang tentang Peradilan dan
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Penghakiman yang Seragam (UUJN). Tindakan notaris memiliki dampak bagi
kliennya dan masyarakat luas.%®

Dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh Kongres INI, Kode Etik ini wajib
diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris.
Hal ini mengingat bahwa profesi notaris sebagai pejabat umum yang harus
memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya. Untuk
memberikan rasa aman bagi para pengguna jasanya, Notaris harus mengikuti
kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris
maupun Kode Etik Notaris.

Notaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan terhadap klien
maupun masyarakat. Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk
moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota Notaris dan
menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota notaris dalam mewujudkan
masyarakat yang tertib.

Adalah tanggung jawab setiap anggota Notaris untuk turut serta dalam rangka
menciptakan ketertiban masyarakat dengan menaati segala larangan dan kewajiban
yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan norma kesusilaan dan

peraturan tingkah laku.

% Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, Prinsip-prinsip dalam Profesi Notaris, Dunia
Cerdas, Jakarta, 2013, him. 11.
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ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus menjaga objektivitas terhadap para pihak
yang terlibat. Hal ini dimaksudkan agar akta otentik yang dibuatnya tidak menjadi sasaran
gugatan hukum, seperti gugatan pembatalan. Apabila ditemukan keberpihakan, notaris
dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, sanksi perdata seperti gugatan ganti rugi
yang diajukan oleh para pihak, dan sanksi pidana seperti pengaduan ke kepolisian.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penelitian
ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) bagaimana notaris dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat keberpihakan dalam menjalankan
tugasnya, dan (2) apa saja syarat notaris dapat bersikap tidak memihak terhadap para pihak
yang terlibat? Sebagai salah satu bentuk penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji
permasalahan tersebut dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, dan kerangka konseptual yang relevan.

Berikut ini adalah syarat hukum bagi notaris untuk berlaku tidak memihak dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya: tidak memihak dalam proses pembuatan akta
otentik, tidak terlibat dalam sengketa hukum para pihak, dan tidak membuat akta otentik
untuk kepentingan keluarga notaris (baik secara langsung maupun tidak langsung). Selain
itu, notaris tidak boleh memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memiliki barang
atau aset lainnya sebagai manfaat dari pekerjaan notaris. Terakhir, notaris dapat dikenakan
sanksi pidana, gugatan perdata, dan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun Notaris,
penulis menyarankan agar Notaris selalu mematuhi syarat formil dan materiil yang telah
diatur dalam UUJN, KEN, dalam membuat akta otentik. Selain itu, pemerintah, DPR, dan
pejabat notaris agar berupaya menyempurnakan UUJN dengan memperjelas makna kata
"tidak memihak" dalam proses kenotariatan..

Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Notaris, Kriteria Tidak Berpihak.
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BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Amandemen ke-4 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Negara Indonesia
adalah negara hukum." Ketentuan ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum.
Pasal ini menjabarkan asas-asas dasar yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia,
yang menegakkan supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam negara yang taat hukum, semua perilaku, dari orang pribadi hingga
pejabat dan jabatan publik, harus mematuhi hukum baik secara harfiah maupun
dalam semangat hukum.! Jika tidak ada pejabat publik lain yang secara khusus
diberi wewenang untuk melakukannya berdasarkan hukum, notaris secara hukum
dapat bertindak sebagai pengesah (authenticator) untuk hampir semua jenis
transaksi hukum.

Dengan menuntut bukti atau surat-surat hukum berupa akta-akta asli yang
diakui negara sebagai alat bukti yang tidak bercacat, notaris melaksanakan sebagian
fungsi negara di bidang hukum perdata untuk memberikan kemanfaatan kepada

masyarakat.? Definisi hukum notaris publik adalah pejabat yang melaksanakan

1 HRT. Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran dan Pandangan, Cet I,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, him. 336

2 Sri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta,
Solo, 2015, him. 2
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tugas resmi; secara khusus, publik mempercayai akta sah yang dibuat oleh atau di
hadapan notaris, yang merupakan catatan resmi rahasia.

Kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh pejabat publik, yang didefinisikan
sebagai individu yang diangkat dan diberhentikan oleh otoritas umum dan yang
diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melayani publik. Seseorang dianggap
sebagai pejabat publik ketika Negara mengangkat dan memberhentikannya dari
jabatan dan memberi mereka kekuasaan hukum untuk melayani publik dalam
kapasitas tertentu.

Notaris adalah satu-satunya pegawai negeri dalam hal ini; sementara pejabat
lain juga dapat ditunjuk atau diberi izin oleh negara, penunjukan orang lain ini lebih
terbatas dalam lingkup, hanya memberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi
tertentu daripada jabatan negara yang sebenarnya. Contohnya termasuk pengacara,
dokter umum, akuntan publik bersertifikat, dan profesi serupa. Karena pemerintah
tidak menunjuk mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka, individu bebas
untuk bertindak sesuai pilihan mereka dan tidak menunjukkan karakteristik pejabat
publik. Mereka adalah individu yang bebas untuk menjalankan profesi mereka
sesuai keinginan mereka, selama mereka mematuhi aturan yang mengatur
pekerjaan mereka.

Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menguraikan kewenangan notaris.
Pengangkatan dan pemberhentian notaris berada di tangan pemerintah, yaitu

menteri yang bertanggung jawab di bidang notaris, sesuai dengan Pasal 2 UUJN.

3 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Cet.l, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2018, him. 18





Meskipun

pemerintah mengangkat dan memberhentikan notaris secara

administratif, bukan berarti notaris tunduk kepada pemerintah.*

Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu memaparkan jika prinsip-prinsip berikut

harus diutamakan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya:®

el NS =

~

Bertindak secara mandiri;

Menjaga objektivitas;

independen;

Melaksanakan tugas tanpa campur tangan dari pihak yang
mengangkatnya atau pihak lain;

Tidak menerima imbalan atau pensiun dalam bentuk apa pun dari pihak
yang mengangkatnya;

Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris tidak
menerima imbalan atau pensiun dalam bentuk apa pun dari pemerintah.
Honorarium hanya dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang
telah memperoleh manfaat dari jasa notaris, sedangkan bagi mereka
yang tidak mampu dapat memperolehnya tanpa dipungut biaya;
Akuntabilitas Masyarakat atas Pekerjaan Notaris; dan

Notaris sebagai pejabat publik (openbaar ambtenaar) yang berwenang
membuat akta yang sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas
perilakunya yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.

Semua kebenaran materiil dari akta yang dibuat oleh notaris berada dalam

lingkup tugasnya. Tugas notaris sebagai pejabat publik dalam hal fakta terbagi

menjadi empat bidang utama:®

1. Kesalahan perdata notaris atas kenyataan materiil akta tersebut.

2. Kesalahan pidana notaris atas isi fakta yang sama.

3. Kewajiban notaris untuk mengungkapkan suatu fakta krusial sesuai
dengan PJN.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan
kode etiknya.

4 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cet. Il, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2013, him. 67

5 Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang
Berindikasi Pidana, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2010, him. 19

® 1bid. him. 19.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa,
“Instrumen yang mengikat secara hukum adalah akta yang ditandatangani sesuai
tata cara yang ditentukan oleh atau di hadapan otoritas publik yang berwenang di
lokasi yang ditentukan”.

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas publik, notaris memiliki kewenangan
untuk membuat akta-akta yang sah sebagai dokumentasi tertulis, yang dapat
digunakan untuk melindungi kepentingan, mewariskannya kepada ahli waris, dan
memastikan pemilik sah suatu properti mendapat perlindungan hukum.” Tugas
seorang notaris tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum tetapi juga bertindak
dengan cara yang mencerminkan lembaga notaris serta martabat dan kehormatan
notaris itu sendiri; ia harus menjauhi tindakan apa pun yang merendahkan kualitas
tersebut.

Setiap notaris publik memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara
profesional, menjaga kepribadian yang menyenangkan, dan menjaga martabat
kehormatan notaris. Notaris juga memiliki kewajiban untuk menghormati rekan
sejawatnya dan bekerja sama untuk menjaga nama baik organisasi atau badan
tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris publik, ia harus menjunjung
tinggi standar profesinya, termasuk kode etiknya.® Dalam pembuatan dokumen
resmi, notaris yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang

sangatlah penting. Notaris diharuskan oleh kode etiknya untuk bersikap profesional

7 Aman, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan, Recital
Review, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol 1 No. 2, Sumatra, 2019, him. 11

8 lka Mudayana Yetniwati, Arsyad, Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister
kenotariatan Yang Magang Di Kantor Notaris, JURNAL SOUMATERA LAW REVIEW, Sumatra,
2020, him. 44





3)
ketika membuat akta otentik, khususnya akta para pihak (akta para pihak) yang
menguraikan kepentingan, hak, dan kewajiban hukum masing-masing individu
yang terlibat dalam melakukan tindakan hukum tertentu.®

Akta resmi yang berkaitan dengan perjanjian, tindakan, atau kesimpulan apa
pun yang diwajibkan oleh hukum atau diminta oleh pihak yang berkepentingan
dapat ditandatangani oleh pejabat publik yang dikenal sebagai notaris. Mereka juga
dapat memverifikasi tanggal, menyimpan akta, dan membuat duplikat atau kutipan
jika tidak ada orang lain yang ditolak atau diberi wewenang untuk membuat akta
tersebut.

Semua masalah moral harus menjadi dasar pemenuhan kewajiban profesional
notaris, dan notaris harus berperilaku dengan integritas moral yang baik saat
melakukannya. Meskipun gajinya besar, ia harus menahan diri dari melakukan hal-
hal yang bertentangan dengan nilai-nilainya. Kejujuran terhadap klien dan diri
sendiri sangat penting.

Selain itu, notaris dapat dengan sadar dan sengaja membantu, melaksanakan,
atau memaksa orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang
diketahuinya merupakan perbuatan melawan hukum jika ia hadir bersama orang-
orang yang terlibat. Asumsi keabsahan, yang juga dikenal sebagai presumptio
iustae causa, merupakan konsep dasar yang dianut oleh notaris ketika mengevaluasi
akta. Ini berarti bahwa kecuali jika suatu pihak menyatakan akta tersebut tidak sah,

akta apa pun yang dibuat oleh notaris dianggap sah.

° 1bid.
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"Di antara tanggung jawab notaris adalah melindungi kepentingan yang
berhubungan dengan kegiatan hukum, yang mengharuskan notaris berperilaku
jujur, dapat dipercaya, adil, independen, dan tidak memihak," demikian bunyi Pasal
16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya
disebut UUJN. Menurut UUJN, notaris memiliki kewenangan tertentu. Semua
jabatan kuasa tunduk pada batasan hukum tertentu agar dapat dijalankan dengan
baik, tidak melanggar kewenangan jabatan lain, dan tidak menimbulkan kerugian
bagi pihak ketiga.

Tidak disebutkan lagi tentang "melindungi integritas para pihak yang terlibat
dalam proses hukum sambil menjaga otonomi dan objektivitas mereka™ dalam Pasal
16 ayat 1 huruf a UUJN. Sementara itu, kewajiban Notaris untuk melindungi
kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dapat dipandang
sebagai suatu keharusan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka
yang melakukan perbuatan hukum yang sah. Dengan mengutamakan kepentingan
semua pihak ketika membuat akta, tanpa disadari Notaris dapat menguntungkan
kliennya. Kategori imparsialitas UUJN juga tidak menyebutkan secara spesifik
perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang.

Kenetralan notaris dalam memberikan kesaksian atas akta-akta yang sah tidak
dipengaruhi oleh bias pribadi atau keterikatan emosional terhadap salah satu pihak,
yang dapat mengakibatkan pengabaian hak, kepentingan, dan tanggung jawab
hukum pihak lain. Notaris melanggar ketentuan hukum UUJN apabila akta otentik

yang dibuatnya menunjukkan adanya keberpihakan terhadap salah satu pihak.
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Seperti contoh kasus nomor: 74/PDT/2021/PT BTN di Banten pada tahun 2021
dalam membuat akta RUPS-LB disinyalir Notaris tersebut melakukan
keberpihakan kepada salah satu penghadap. Bahwa pada tanggal 29 September
2015 Romeo Ura sebagai Direktur Utama mengadakan RUPS-LB yang menurut
pengakuannya dihadiri oleh seluruh pemegang saham perseroan. Dalam agenda
RUPS-LB tersebut antara lain meminta persetujuan kepada pemegang saham
perseroan dalam rangka penjualan aset perseroan, sehingga dalam Risalah Rapat
yang dibuatnya, para pemegang saham dikatakan menyetujui penjualan asset
perseroan tersebut serta menunjuk Romeo Ura selaku presiden direktur untuk
mewakili perseroan dalam rangka penjualan asset tersebut, sekaligus menunjuk
Romeo Ura untuk menghadap pejabat Notaris guna dibuatkan Akta Notaris
mengenai Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat RUPS-LB yang
dibuat Romeo Ura.

Bahwa fakta nya Para Pemegang Saham perseroan PT. Nisshinkan Indonesia,
yakni Katsumi Ono, Yutaka Ono dan Fumi Ono tidak pernah diundang, menghadiri,
memberikan persetujuan dan menandatangani Risalah RUPS-LB tersebut, mereka
adalah warga negara Jepang, dan pada tanggal 29 September 2015 mereka tidak
pernah berada di Indonesia.

Bahwa keberpihakan tersebut adalah: a. Mengingat pemilik perseroan
merupakan warga negara asing, maka tidak dilakukan verifikasi identitas pemegang
saham sebagaimana dalam RUPSLB perseroan. b. tidak melakukan verifikasi atau
menanyakan perihal panggilan rapat; c. tidak melakukan verifikasi atau

menanyakan daftar tamu undangan rapat terkait kuorum; dan d. tidak melakukan
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verifikasi atau menanyakan paraf pada risalah RUPSLB yang hanya diparaf oleh
satu orang dan ditandatangani oleh empat orang lainnya.

Berlandaskan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Notaris
berfungsi sebagai acuan perilaku, sikap, dan tindakan dalam profesi Notaris di
Indonesia. Pelanggarnya akan mendapat teguran dari Ikatan Notaris (I.N.1.).1°

Lebih jauh lagi, Notaris tidak memverifikasi keaslian dokumen yang
ditunjukkan para pihak ketika mereka menandatangani akta tersebut.!! Oleh karena
tidak didefinisikannya makna istilah "tidak memihak" dan tidak ada rujukan yang
komprehensif dalam UUJN, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut melanggar
Pasal 16 ayat 1 huruf a. Hal ini mendorong penulis untuk mengajukan judul
penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Untuk Bersikap Tidak Berpihak
Terhadap Para Penghadap Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris”.

2. Rumusan Masalah
Berikut ini adalah uraian rumusan masalah berdasarkan konteks di atas:
1. Apa kriteria sikap tidak berpihak Notaris terhadap para penghadap ?
2. Apa pertanggungjawaban Notaris yang bersikap memihak dalam melaksanakan

jabatannya ?

10 1hid.

11 Endang Purwaningsih, Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian
Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Universitas Yarsi, Vol-2,
Jakarta, 2011, him. 10





3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
3.1 Tujuan Penelitian
Mengingat permasalahan utama yang telah disebutkan di atas, penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan Notaris agar dapat menjaga
objektivitas terhadap pihak yang bersengketa.
2. Untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan Notaris agar dapat menjaga
netralitas pekerjaannya.
3.2 Manfaat Penelitian
Berikut ini beberapa keuntungan dari penelitian penulis:
1. Secara Teoritis
Secara khusus, dengan menjelaskan apa yang menjadi kenetralan notaris
terhadap pihak-pihak yang hadir, penelitian ini akan menambah kekayaan
pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara Praktek
Para praktisi di bidang penegakan hukum dan argumentasi hukum
kemungkinan besar akan menganggap penelitian ini bermanfaat, khususnya mereka
yang berurusan dengan akuntabilitas notaris yang mungkin menunjukkan

prasangka saat menjalankan tanggung jawab mereka.

4. Tinjauan Pustaka
Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama penelitian dan menarik

persamaan dengan penelitian lain yang telah mengeksplorasi topik terkait atau
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berkaitan, bagian ini akan memaparkan dasar-dasar konseptual, hukum, dan teoritis
penelitian.

4.1 Landasan Konseptual

Secara spesifik, “Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan
untuk membuat akta-akta yang sah dan kewenangan lain yang diberikan kepadanya
berlandaskan UU ini atau UU lainnya.” menurut Pasal 1 angka 1 UUIJN,
mendefinisikan notaris. Karena statusnya sebagai pejabat umum, notaris memegang
peranan penting dalam transaksi hukum, khususnya di bidang perdata. Notaris
disebut “notary” dalam bahasa Inggris dan “van Notaris” dalam bahasa Belanda.!?

Habib Adjie memaparkan jika notaris merupakan pejabat publik yang memiliki
tugas dan tanggung jawab tertentu. Karena UUJN menyatukan peraturan tentang
notaris, maka UUJN merupakan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang
mengatur profesi ini. Setiap sengketa atau pertanyaan mengenai notaris di Indonesia
harus disampaikan kepada UUJN. Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh
negara untuk menjalankan peran tersebut. Jabatan notaris didefinisikan oleh
undang-undang sebagai tempat kerja tetap yang secara khusus dibentuk untuk
memenuhi tuntutan tanggung jawab dan wewenang tertentu.!3

Karena Kita sekarang mengetahui bahwa Notaris adalah pejabat publik yang
memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta yang mengikat secara hukum,
maka dapat disimpulkan bahwa pejabat ini tidak bekerja untuk pemerintah. Untuk

dapat melaksanakan tugasnya, seorang Notaris harus memenuhi standar yang

12 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta Timur, 2018, him. 14
13 Habib Adjie, Op.Cit, him. 20
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ditetapkan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu:

. Warga Negara Indonesia.

. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

. Berusia sekurang-kurangnya 27 tahun.

. Sehat jasmani dan rohani.

. Memiliki gelar sarjana hukum dan magister kenotariatan.

. Setelah lulus magister kenotariatan, telah menjalani magang atau bekerja
sebagai pegawai notaris selama 12 bulan berturut-turut dan menempuh
pendidikan di kantor notaris

7. Tidak boleh menduduki jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang

selama memangku jabatan notaris.

ooUThA WN -

Notaris di Indonesia harus selalu menjaga standar profesionalisme tertinggi
dalam menjalankan tugas resminya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang Notaris, yang pada gilirannya mengharuskan mereka untuk melayani
kepentingan publik dengan sebaik-baiknya. Memberikan layanan hukum kepada
masyarakat untuk mencapai kejelasan hukum; ini merupakan beban yang sangat
berat bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang ditunjuk oleh
negara.

4.2 Landasan Teori

Penelitian ini mengandalkan teori untuk menganalisis dan menjelaskan gejala-
gejala yang telah diamati, serta memberikan arahan dan petunjuk. Berdasarkan hal
tersebut di atas, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Ada yang berpendapat bahwa mencapai kepastian hukum mutlak merupakan
langkah penting menuju terbentuknya masyarakat yang adil. Perwujudan nyata
kepastian hukum adalah penerapan atau penegakan hukum yang menentang
tindakan yang tidak mempertimbangkan identitas seseorang. Ketika ada kejelasan

mutlak tentang konsekuensi tindakan hukum, setiap orang dapat merencanakannya
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dengan tepat.!* Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan hasil
hukum, dan lebih khusus lagi perundang-undangan.®®

Meskipun terkesan tidak adil, hukum harus selalu dipatuhi karena menurut
pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan sesuatu
yang konstruktif yang dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam
masyarakat. Selain itu, harus ada persyaratan, aturan, atau ketentuan yang jelas agar
kepastian hukum dapat terwujud.

Agar cita-cita antidiskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dapat
terwujud, maka harus ada kejelasan hukum. Definisinya berkaitan erat dengan
konsep kebenaran, yang berasal dari istilah kepastian. Hal ini menunjukkan bahwa
istilah "kepastian hukum™ dapat direduksi secara ketat menjadi silogisme hukum
formal. Seseorang dapat bertindak dengan cara yang mematuhi persyaratan
perundang-undangan yang relevan jika ada kejelasan mengenai hukum, dan hal
yang sama berlaku pada arah yang lain. Tidak seorang pun dapat memiliki
ketentuan standar untuk melakukan sesuatu sebelum hukumnya jelas.

Apeldoorn berpendapat bahwa ada dua bagian dalam konsep kepastian hukum.
Bagian pertama berkaitan dengan bepaalbaarheid, atau kapasitas untuk
menciptakan hukum dari sejumlah sumber nyata.'® Hal ini memungkinkan pihak

yang dirugikan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam kasus tertentu

14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, him. 19.

15 1hid.

16 Ananda, Pengertian Kepastian Hukum, https://www.gramedia.com/literasi/teori-
kepastianhukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20me
mahami% 20sistem%?20hukum%20negara, Online diakses pada 13 November 2024.
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sebelum mengajukan tuntutan hukum. Di sisi lain, kepastian hukum identik dengan
rasa aman dalam hukum.

Untuk mencegah hakim bertindak sewenang-wenang, Apeldoorn berpendapat
bahwa para pihak diuntungkan dari kejelasan hukum. Selain itu, menurut
Apeldoorn, yang menganut paradigma positivis, agar suatu aturan dapat
didefinisikan sebagai hukum, aturan tersebut harus melarang aturan lain yang
serupa dengan hukum tetapi tidak memiliki karakter perintah atau komando yang
berasal dari kekuasaan berdaulat.

Apeldoorn berpendapat bahwa tidak rasional untuk mengabaikan kepastian
hukum karena, menurut pandangannya, satu-satunya hukum adalah hukum positif
kepastian hukum. Tidak melakukan apa pun terkait gagasan ini akan menghasilkan
hasil yang buruk.'” Berlandaskan penjelasan mereka tentang teori kepastian hukum,
kita dapat menyimpulkan bahwa kepastian hukum dapat diartikan sebagai berbagai
hal. Misalnya, kepastian hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang jelas, tak
mumunculkan multi penafsiran terhadap hukum, tidak bertentangan, dan dapat
dilaksanakan.

Undang-undang yang telah diputuskan oleh mereka yang bertanggung jawab
di sini, pemerintah perlu jelas dan tidak ambigu sehingga setiap orang dapat
memahami aturan dan peraturan yang telah ditegakkan. Hukum menurut teori
kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif.
Alasannya sederhana, hukum akan menimbulkan ketidakpastian jika mengandung

inkonsistensi. Suatu negara dengan hukum yang jelas yang melindungi hak dan

7 1bid.
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tanggung jawab semua warga negaranya sesuai dengan norma budayanya dapat
dikatakan memiliki kepastian hukum.

Sudikno Mertukusumo berpendapat, adanya kejelasan hukum menjamin
penerapan hukum akan adil.®® Untuk memastikan hukum diterapkan secara
konsisten, badan-badan yang sah dan berwenang harus bekerja untuk
mengkodifikasikannya dalam undang-undang yang dapat ditegakkan dan tunduk
pada peninjauan.

Agar hukum dapat menjalankan tujuan utamanya untuk menciptakan
kepastian, konsep kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus dijalankan
dengan benar dan efektif. Jika masyarakat tidak percaya pada hukum, mereka tidak
akan dapat menggunakannya sebagai panduan untuk tindakan mereka karena tidak
seorang pun akan tahu siapa hukum itu atau apa artinya.

Jika warga negara yakin akan hak-hak mereka berdasarkan hukum, pemerintah
turun tangan untuk menetapkan peraturan, yang berbentuk undang-undang. Sistem
hukum yang relevan terdiri dari undang-undang dan aturan ini, yang tidak
bergantung pada putusan jangka pendek. Tidak boleh ada ruang untuk keraguan
dalam hal penerapan hukum; bagaimanapun juga, aturan hukum dimaksudkan
untuk melindungi orang dan masyarakat dari kesalahan, berfungsi sebagai cetak
biru untuk perilaku sehari-hari, dan menjamin bahwa tidak seorang pun dirugikan
dalam prosesnya.

2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

18 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, him. 50.
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Dalam teori tanggung jawab hukumnya, Hans Kelsen mengemukakan
pernyataan sebagai berikut: “Tanggung jawab subjek berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul akibat

tindakan melawan hukumnya, apakah konsekuensi tersebut berupa denda uang atau

bentuk hukuman lainnya”.

Menurut asas hukum publik yang diterima secara luas, keberadaan posisi
kekuasaan dalam struktur pemerintahan suatu negara melahirkan tingkat tanggung
jawab yang sesuai. Hukum menyatakan bahwa ketika kebebasan seseorang untuk
berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan moral atau etikanya
menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, orang tersebut harus memikul tanggung
jawab atas hasil tersebut.?® Ada pembagian kerja tambahan oleh Hans Kelsen
menjadi:?!

1. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab individu," setiap orang
bertanggung jawab secara independen atas pelanggaran yang
dilakukannya sendiri.

2. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab Kkolektif," setiap orang
bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang dilakukan
orang lain.

3. Yang dikenal sebagai "tanggung jawab berdasarkan kesalahan,"” setiap
orang bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang
dilakukannya secara sengaja dan dapat diduga dengan maksud untuk
menimbulkan kerugian.

4. yang dikenal sebagai "tanggung jawab absolut,” setiap orang
bertanggung jawab secara individual atas pelanggaran yang
dilakukannya secara tidak sengaja dan tanpa peringatan.

1 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara,
(terjemahan oleh Somardi), (Hans Kelsen 1), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, him. 81.
20 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him. 62.
2L |bid.
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Teori tanggung jawab menafsirkan tugas dalam sudut pandang yang
berorientasi pada kewajiban dengan berfokus pada definisi tanggung jawab yang
muncul dari persyaratan peraturan perundang-undangan.?’ Sejauh tindakan
seseorang melanggar hukum, ia dapat dikenakan hukuman sebagai akibat dari
tanggung jawab hukum yang menyertainya. Tanggung jawab hukum seseorang
termasuk menanggapi tindakan tertentu atau menghadapi konsekuensi atas tindakan
yang bertentangan dengan tanggung jawab tersebut. Tidak seorang pun kebal
terhadap tanggung jawab atas tindakannya, baik karena lalai atau tidak, menurut
teori hukum umum. Ini termasuk pemerintah.

3. Teori Penegakan Hukum

Salah satu aspek yang dilakukan oleh polisi adalah menegakkan hukum. Tujuan
penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat lebih aman dan tertib.?3
Tindakan pencegahan dan reaktif diambil oleh penegak hukum dalam menanggapi
tindakan pelanggar hukum.

Istilah "penegakan hukum" mengacu pada suatu sistem di mana berbagai
pejabat pemerintah bekerja sama sebagai mesin untuk memulihkan ketertiban,
mencegah kegiatan kriminal, dan menghukum pelanggar hukum. Ketika orang
bekerja untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma sosial dan negara demi

perilaku yang tepat, mereka terlibat dalam penegakan hukum.

22 |bid, hlm. 83.
2 Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum No. 3 Vol. 8,
Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2008, him. 199.
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Menjaga keselarasan antara asas hukum dan perilaku nyata manusia sangat
penting bagi sistem penegakan hukum.?* Secara keseluruhan, aturan hukum
mencakup berbagai macam kegiatan, dan juga dapat dilihat sebagai upaya semua
pihak yang berkepentingan dengan hukum untuk memastikan bahwa cita-cita
keadilan, kepastian, dan manfaat terwujud sepenuhnya. Beberapa profesional
secara keliru berasumsi bahwa "penegakan hukum™ hanya berlaku pada hukum
pidana saat mereka menggunakan frasa tersebut. Baik tindakan hukuman maupun
pencegahan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Upaya mewujudkan asas dan cita-cita hukum merupakan inti dari penegakan
hukum. Namun, hakikat penegakan hukum adalah proses penegakan aturan yang
membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan sosial. Menjaga
kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui proses penegakan hukum dan
konvensi yang berlaku itulah yang disebut penegakan hukum.

Sejumlah permasalahan yang mendera kepolisian, sebagaimana diutarakan
Eman Sulaiman:®®

a. Yang pertama adalah jurang yang ada antara hukum sosiologis dan fakta
hukum di satu sisi, dan aturan hukum yang ada serta hukum normatif di sisi
lain.

b. Yang kedua adalah jurang yang ada antara apa yang seharusnya dilakukan
masyarakat secara hukum dan bagaimana masyarakat benar-benar
beroperasi. C. Yang ketiga adalah jurang yang ada antara hukum tertulis
masyarakat

c. penegakannya yang sebenarnya.

d. Terakhir, cacat pada kualitas penegak hukum, bukan sistem hukum, adalah

masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya
Indonesia.

24 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) Dalam sistem penegakan hukum
di Indonesia, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2017, him. 199.

% Eman Sulaiman, Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Wahana
Akademika No. 1 Vol.1, IAIN Walisongo, Semarang, 2016, him. 150.
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Selain itu, ada sejumlah elemen yang berkontribusi terhadap penegakan hukum
yang tidak menguntungkan. Pertama-tama, ada elemen yang melekat pada sistem
peradilan, yang meliputi undang-undang, petugas polisi, dan aparat yang digunakan
untuk melaksanakannya. Aspek kedua adalah pengetahuan tentang hukum di
seluruh masyarakat secara keseluruhan, yang terpisah dari sistem hukum. Hal ini
dipengaruhi oleh evolusi hukum masyarakat secara budaya, sosial, dan politik.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, tujuan penegakan hukum adalah untuk
memastikan bahwa masyarakat bertindak sesuai dengan hukum dalam semua aspek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan lalu lintas dan hubungan antarpribadi.?® Adapun fakrot-faktor
penengakan hukum adalah kompetensi sumber daya manusia penegakan hukum,
sarana prasana penegakan hukum, kerjasama dalam penegakan hukum dan
restorative penagakan hukum.

Sidharta menggunakan konsep "kesenjangan hukum™ untuk menggambarkan
cara pemerintah Indonesia menegakkan hukum yang tidak rasional dan tidak
konsisten. Kesenjangan ini melebar karena pembuat undang-undang tidak pernah
tahu pasti bagaimana peristiwa tertentu di masa mendatang akan terjadi.
Ketentuan nominatif dapat diperluas atau dipersempit cakupannya untuk
memenuhi tuntutan tertentu jika mereka tidak dapat melakukannya.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua anggota

masyarakat menikmati keuntungan dari masyarakat yang adil dan aman. Salah satu

% Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media
Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, 2007, him. 79.
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pandangan adalah bahwa lembaga penegakan hukum pada dasarnya merupakan
ekspresi lahiriah dari proses konseptual yang mengarah pada terwujudnya hukum
yang adil. Keadilan, kejelasan, dan keuntungan sosial dicapai melalui pelaksanaan
hukum oleh pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk membuat undang-
undang dan kewenangan untuk melaksanakan hukum.

Menciptakan keuntungan sosial, kejelasan hukum, dan rasa keadilan
merupakan tujuan mendasar penegakan hukum. Kejelasan dan ketertiban hukum
merupakan komponen penting dari prosedur ini. Di antara banyak teori hukum
yang diajukan, satu benang merahnya adalah bahwa masyarakat memiliki
kecenderungan untuk menyamakan pejabat penegak hukum dengan hukum.

Pola perilaku pejabat penegak hukum, yang mewujudkan hukum dalam
bentuk struktural dan prosedural, terkait erat dengan kelebihan dan kekurangan
peraturan perundang-undangan. Masyarakat sebagai warganegara Yyang
memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan.

5. Orisionalitas Proposal Tesis
1. Putu Vera Purnama Diana, studi bertema “Pertanggung Jawaban Notaris dalam

Pembuatan Akta Otentik” Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa: Notaris

tidak bertanggung jawab secara hukum jika suatu pihak menderita kerugian

karena dokumen palsu dari pihak lain; hal ini karena satu-satunya tanggung
jawab notaris adalah mencatat maksud para pihak dalam akta tersebut untuk
mencerminkan maksud mereka yang sebenarnya. Merupakan kewajiban

masing-masing pihak untuk memperbaiki informasi yang salah yang
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dikomunikasikan. Dengan kata lain, satu-satunya cara notaris dapat dimintai
pertanggungjawaban adalah jika penipuan atau tipu daya tersebut berasal dari
notaris.*’

Perbedaan antara studi sebelumnya yang relevan pada studi saat ini meliputi:
Studi ini membahas tentang pertanggungjawaban notaris dalam kasus
pemalsuan akta notaris oleh para pihak yang membuat akta notaris sesuai
dengan UUJN dan perubahannya. Secara lebih khusus, penelitian ini mengkaji
akibat yang ditimbulkan bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran
tugas dalam kapasitasnya sebagai notaris, dengan mengkaji akibat tersebut dari
sudut pandang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

2. Studi kedua dilangsungkan Karina Prasetyo Putri bertema “Tanggung Jawab
Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang
Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris)”. Tulisan ini membawa kita pada kesimpulan sebagai berikut:
Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan dan tugas tertentu yang
sejalan dengan kewenangan tersebut. Notaris tetap bertanggung jawab secara
hukum atas tindakan yang dilakukannya setelah masa jabatan atau pensiunnya
berakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014.%8

27 putu Vera Purnama Diana, “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta
Otentik”, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2017, him. 30.

28 Karina Prasetyo Putri, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna
Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris)”. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016, him. 60.
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Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini
meliputi:
Penelitian di bidang ini memiliki dampak positif dan negatif bagi Notaris karena
ketidakjelasan mengenai jangka waktu pertanggungjawaban mereka setelah
pensiun atau mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, Notaris, terutama
yang telah mengundurkan diri atau meninggalkan jabatannya, memerlukan
perlindungan hukum khusus.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rika Sofiana berjudul “Analisis Yuridis
Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap Para Penghadap
Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris”.2° Artikel ini menyimpulkan bahwa notaris
harus bersikap tidak memihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya
membuat akta otentik sesuai dengan UUJN dan kode etiknya. Artinya, notaris
tidak boleh memihak dalam proses pembuatan akta, tidak boleh terlibat sebagai
pihak dalam pembuatan akta, tidak boleh membuat akta untuk kepentingan
keluarga notaris (baik secara langsung maupun tidak langsung), dan tidak
memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memiliki barang atau harta
benda sebagai akibat dari pembuatan akta. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian lainnya karena lebih menitikberatkan pada syarat-syarat
ketidakberpihakan notaris terhadap para pihak, bukan preseden sanksi hukum

atas akta yang tidak memihak.

2 Rika Sofiana, Analisis Yuridis Atas Kewajiban Notaris Bersikap Independen Terhadap
Para Penghadap Ditinjau Dari Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Program Pascasarja Program Megister Kenotariatan, Universitas
Sumatera Utara, 2020, him. 27.





22
6. Metode Penelitians
6.1 Tipe Penelitian
Penelitian hukum normatif, yang mencakup kajian yang mengandalkan sumber-
sumber sekunder seperti buku dan basis data, adalah inti kajian ini. Kajian hukum
normatif mencakup berbagai bidang, seperti hukum perbandingan, sejarah hukum,
sistematika hukum, derajat sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta asas-asas
hukum.2® Untuk memastikan bahwa dokumen asli yang dibuat Notaris secara akurat
menggambarkan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam
transaksi hukum tertentu, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang
relevan yang mengatur tanggung jawab Notaris yang dirugikan dalam menjalankan

tugasnya ditinjau kembali.

6.2 Pendekatan Masalah
a. Pendekatan undang-undang (statute approach);

Suatu penelitian normatif tentu pendekatan utamanya menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), ‘“Pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi”.®* Dalam kajian ini, berbagai aturan hukum
akan menjadi titik fokus dan pokok bahasan utama.

Untuk mengupas tuntas permasalahan yang ada, yakni pertanggungjawaban
notaris yang bias dalam menjalankan tugasnya, penulis merujuk pada berbagai

sumber hukum, antara lain Kode Etik Notaris, KUHPerdata, KUHP, serta paragraf

%0Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, him. 13-14

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Prenadamedia
Group, Jakarta, 2014, him. 137
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16 UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Notaris dan Akibat Hukum yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang
tersebut.
b. Pendekatan konseptual (conceptual approach);

Pendekatan konseptual, sebagai strategi pendukung. Untuk menemukan makna
frasa hukum, metode konseptual digunakan untuk meneliti dokumen hukum.
Penulis melakukan ini untuk menguji implikasi teoritis dan praktis dari terminologi
hukum yang mereka pelajari atau untuk mendapatkan pemahaman baru tentang
istilah itu sendiri. Tujuan dari kerangka teoritis ini adalah untuk meneliti peran
notaris, tugas yang mereka miliki dalam menjalankan tugas mereka, dan hukum
serta asas hukum.

c. Pendekatan Kasus (case approach).

Perkara nomor: 146/PDT/2018/PT.BDG yang terjadi di Bandung pada tahun
2018 ini menyangkut prasangka notaris yang mencatatkan perjanjian sewa
menyewa ruko kepada Juju Andriyani dan PT Indomarco Prismatama.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Berbagai sumber hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier,
dikumpulkan dari koleksi perpustakaan untuk digunakan dalam studi hukum.
Menurut garis besarnya, ada dua kategori utama sumber hukum: primer dan
sekunder. Oleh karena itu, sumber hukum berikut dikonsultasikan untuk tujuan
studi ini:

a. Bahan hukum primer (Primary Sources)
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Hal-hal yang dapat ditegakkan secara hukum dalam perundang-undangan

meliputi:

1. UUD 1945;

2. KUHPerdata;

3. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah
Dengan UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris; dan

4. Kode Etik Notaris.

b. Bahan hukum sekunder (Secondary Sources)

Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang
bagaimana cara meminta pertanggungjawaban notaris yang bias dengan
menganalisis dan mengkritisi bahan hukum primer seperti buku yang ditulis oleh
sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier

Bacaan di luar hukum dapat melengkapi kajian dengan memberikan konteks dan
penjelasan lebih lanjut, asalkan relevan dengan pokok bahasan. Sumber selain
preseden hukum, seperti leksikon, artikel daring, dan pamflet nonhukum.

6.4 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Tujuan inventarisasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan membuat katalog
semua dokumen hukum yang diperoleh dengan teknik bola salju (teori bola salju),
termasuk sumber primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan-bahan ini akan
digunakan untuk analisis masalah yang berkaitan dengan penelitian ini di masa

mendatang. Pendekatan yang ketat, rasional, dan metodis digunakan dalam
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pengembangan sistem kartu untuk tujuan melengkapi inventarisasi dan identifikasi
dokumen hukum. Tujuan dalam menerapkan langkah-langkah ini adalah untuk
mempermudah proses pembahasan dan penulisan studi ini.

Pada studi ini, proses pengumpulan bahan hukum dipecah tiga bagian :

1. Studi dokumen, khususnya penelitian yang bersumber dari dokumen resmi
contohnya UU. Untuk studi ini, kami merujuk pada UUD 1945 dan UU No. 2
Tahun 2014 tentang Notaris yang telah mengubah UU No. 30 Tahun 2004
tentang Notaris.

2. Kajian pustaka adalah metode pengumpulan informasi dengan membaca dan
menganalisis buku-buku dan catatan yang relevan dengan subjek yang diteliti.

3. Penelitian daring, khususnya metode pengumpulan informasi melalui pencarian
daring untuk istilah-istilah yang relevan dengan solusi yang dimaksudkan dalam
penelitian.

Sumber primer dan sekunder untuk informasi hukum penelitian ini berasal dari
penelusuran yang dilakukan di perpustakaan akademis dan basis data daring untuk
berbagai buku, artikel, jurnal, tesis, karya ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang
berkaitan dengan topik akuntabilitas notaris atas bias dalam pelaksanaan tugas
resmi.

6.5 Analisis Bahan Hukum
Untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara metodis dan logis,

sebuah artikel ilmiah akan selalu menyertakan kualitas ini. Prosedur berikut diikuti

pada studi ini:

a. Menginventarisasi semua dokumen hukum yang relevan;
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b. Mengidentifikasi dokumen-dokumen tersebut;
c. Mengorganisasikan dan mengkategorikan dokumen-dokumen tersebut;
d. Menganalisis dokumen-dokumen tersebut; dan
e. Menyusun dan menyusun dokumen-dokumen tersebut.

Inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber konten hukum primer, sekunder,
dan non-hukum yang relevan merupakan langkah pertama dalam rangkaian
langkah-langkah tersebut. Mengorganisasikan semua dokumen hukum terkini
merupakan tahap berikutnya. Sumber referensi seperti teori, konsepsi, doktrin, dan
prinsip hukum juga dapat memperoleh manfaat dari proses sistematisasi ini.
Dengan mengikuti prosedur ini, para peneliti seharusnya dapat mempelajari
masalah penelitian dengan lebih mudah dan, diharapkan, menghasilkan saran-saran
yang memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa notaris yang bias dalam
menjalankan tugasnya harus dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas yang
lebih tinggi.

Setelah pengumpulan bahan hukum selesai, bahan hukum tersebut diolah untuk
memudahkan analisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, bahan
hukum yang diperoleh dapat dibandingkan untuk mengetahui ketidakakuratan,
ketidaklengkapan, dan sebagainya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam
mengolah bahan hukum:

a) Klasifikasi bahan hukum adalah proses pengelompokan data menurut kategori
yang telah ditetapkan guna memperoleh bahan yang tepat dan diperlukan untuk

analisis tambahan.
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b) Penarikan simpulan dari penelitian adalah kegiatan menafsirkan isi sumber

hukum. Untuk sampai pada simpulan tersebut, penulis membandingkan

hipotesis yang dikembangkannya dalam latar belakang masalah dengan hasil
analisis yang diperolehnya.

c) Dengan berfokus pada kajian keterkaitan antar gagasan yang terkandung dalam

UUJN, teknik penilaian bahan hukum menggunakan analisis isi bahan.

7. Sistematika Penulisan

Total ada empat bab yang membahas metodologi penelitian ini, dimulai dengan
metodologi Bab I. Bab ini memberikan gambaran umum penelitian, termasuk dasar
pemikirannya, pernyataan masalah, tujuan, evaluasi literatur, metodologi, dan
urutan sistematika. Penelitian ini didasarkan pada uraian dalam Bab I, yang juga
berfungsi sebagai batu loncatan untuk pembahasan dalam Bab 2—4.

Standar Notaris yang Tidak Menghindari Benturan Kepentingan, Bab I1. Bab ini
membahas topik-topik berikut: peran notaris sebagai pejabat publik, tanggung
jawab dan hak istimewa notaris, batasan notaris, dan standar untuk menjaga
objektivitas.

Bab 111, tanggung jawab notaris yang berprasangka buruk dalam menjalankan
tugas resminya. Bagian ini membahas tanggung jawab hukum notaris dalam tiga
bidang: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum etika.

Bab 1V Penutup. Temuan dan rekomendasi berdasarkan analisis disajikan dalam
bab ini. Pemeriksaan masalah dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan
temuannya, sedangkan saran merupakan cara untuk mengkristalkan ide menjadi

proposal untuk kesimpulan yang ada.





BAB Il
KRITERIA SIKAP TIDAK BERPIHAK NOTARIS TERHADAP

PARA PENGHADAP

2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Aturan modern adalah bahwa setiap tindakan hukum harus dicatat secara
tertulis, sebaiknya dalam bentuk akta notaris yang asli, sehingga dapat berfungsi
sebagai dasar bagi para pihak yang terlibat dan dapat diberlakukan secara hukum.
Saat ini, jabatan notaris sangat diminati karena tindakan notaris memberikan
keyakinan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum terhadap
hasilnya.3?

Publik menyadari pentingnya notaris sebagai pejabat publik yang memiliki
kewenangan untuk membuat akta otentik dalam hampir semua tindakan hukum
yang diakui masyarakat, terutama di kalangan pelaku bisnis. Akta-akta ini dapat
berfungsi sebagai alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat bagi semua pihak yang
terlibat, termasuk pihak ketiga yang terkait dengan tindakan hukum para pihak, jika
terjadi sengketa di kemudian hari.

Masyarakat yang memerlukan pencatatan resmi atas suatu fakta, kejadian, atau
kegiatan hukum, dapat memanfaatkan jasa notaris, atau kehadiran notaris yang

diwajibkan oleh UU.33

32 Rosnantiti Prayitno, Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,
2008, him. 20.
3 Ibid.
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Itulah sebabnya penting bagi notaris yang ditunjuk untuk memiliki keinginan
yang tulus untuk membantu masyarakat; sebagai balasannya, masyarakat dapat
memberi mereka imbalan berupa uang ketika mereka melakukan pekerjaan dengan
baik dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai notaris. Karena alasan ini,
notaris tidak berguna dalam masyarakat yang tidak membutuhkan jasanya.

Berlandaskan bagian 1 UUJN, pejabat umum yang berwenang membuat
perjanjian dan akta lain secara sah disebut notaris. Siapa pun yang membantu
pemerintah dalam menjalankan tugas hukum perdatanya dianggap sebagai pejabat
publik. Menurut definisinya, akta publik adalah pernyataan tertulis dari maksud
para pihak untuk membuat dokumen yang mengikat secara hukum.**

Seperti pejabat umum yang lain, notaris juga memiliki kewenangan tersendiri
yang tidak dimiliki oleh pejabat umum/negara yang lainnya. Selain
kewenangannya, para notaris juga memiliki kewajiban dan larangan yang wajib
mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan berdasar pada UUJN,
para notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewenangan,
kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN tersebut, yang tidak boleh
dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam hal pelaksanaan
kewenangan, jika pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya,
atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai
perbuatan melawan hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk

mematuhi dan mentaati batas-batas kewenangannya.

% 1bid, him. 21.
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Pemerintah sebagai lembaga negara mengangkat notaris untuk menduduki
jabatan publik demi kepentingan notaris dan masyarakat luas. Negara memiliki
kepercayaan yang kuat terhadap notaris karena jasa mereka terkait erat dengan
masalah kepercayaan (kepercayaan antara para pihak).

Sehingga di Indonesia Notaris sebagai pejabat umum yang awalnya merupakan
terjemahan dari Openbaar Ambtenaar dan oleh bagian 1 butir 1 UUJN diadaptasi
bulat-bulat Notaris sebagai pejabat umum.®*> Sebagai bahan perbandingan dalam
Artikel 1 dan 2 Wet op het Notarisambt 1999 di Belanda tidak lagi menyebut
Notaris sebagai Openbaar Ambtenaar tapi menyebut Notaris sebagai pejabat
(ambtenaar) saja, karena Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik.2® Dengan
demikian Notaris sebagai pejabat umum berlandaskan bagian 1 butir 1 UUJN harus
ditafsirkan sebagai pejabat publik yang bermakna hukum.

Perbuatannya yang sah dalam hampir semua masalah hukum masyarakat dapat
digunakan sebagai bukti yang tidak dapat dibantah oleh semua pihak yang terlibat,
termasuk pihak lain, jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Setiap orang dalam
masyarakat, dan terutama para pengusaha, mengandalkan jasa otoritas publik
seperti notaris.?’

Notaris publik, seperti pejabat publik atau negara lainnya, memiliki beberapa

kewenangan yang unik bagi mereka. Bersamaan dengan kewenangan tersebut,

% Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada Uiniversity
Press, Yogyakarta, 2005, him. 80.

% Ibid.

37 Rosnantiti Prayitno, Op,Cit, him. 25.
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muncul pula tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan ketentuan tertentu
sebagai notaris publik.

Notaris yang teguh dalam komitmennya terhadap prinsip dan cita-cita luhur
menunjukkan integritas melalui keteguhan dan keteguhannya. Lebih jauh, bersikap
jujur dan terus terang dalam tindakannya merupakan definisi integritas. Ketika
tindakan notaris mencerminkan pandangan dan keyakinannya, kita katakan bahwa
ia memiliki integritas.

Tidak diperlukan bukti dari Notaris atau akta itu sendiri berdasarkan kapasitas
pembuktian akta notaris yang sempurna; semua pihak yang membaca akta terikat
untuk melihatnya dalam bentuk aslinya. Mereka yang mengevaluasi atau
menyatakan bahwa akta Notaris tidak benar harus, oleh karena itu, memberikan
bukti evaluasi atau pernyataan mereka sesuai dengan proses hukum yang relevan,
jika orang lain mencapai kesimpulan yang sama. Seorang notaris hanya dapat
membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak jika mereka memiliki semua
informasi, pernyataan, dan keinginan yang diperlukan dari para pihak yang hadir di
hadapan mereka. Seorang notaris tidak dapat membuat akta tanpa informasi ini.
Kehadiran pernyataan atau informasi yang mungkin tidak benar dalam akta yang
sah tidak menjadikan akta itu sendiri salah, juga tidak menyiratkan bahwa Notaris
memasukkan atau memasukkan materi yang tidak benar ke dalam akta Notaris.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagaimana yang
tercantum dalam UUJN, notaris memiliki disiplin diri. Profesi notaris sebagai
pejabat publik memegang peranan penting dalam pembangunan nasional Indonesia.

Pengangkatan sebagai notaris publik bergantung pada pemenuhan kriteria tertentu.
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Hal ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 3 UUJN, yang menetapkan

persyaratan yang diperlukan untuk jabatan notaris publik ialah:

o0 o

- D

WNI;

Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa;

Harus berusia dua puluh tujuh tahun atau lebih;

Berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

Lulusan program magister hukum dan kenotariatan;

Memiliki gelar Magister Kenotariatan dan telah menjalani magang
atau pengalaman kerja praktik selama 24 bulan sebagai pegawai
notaris, baik secara mandiri maupun atas saran organisasi notaris;
Bukan pegawai negeri, advokat, pejabat negara, atau tidak sedang
menduduki jabatan yang tidak dapat dirangkap sebagai notaris; dan
Belum pernah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang
atas kejahatan yang hukumannya maksimal lima tahun atau lebih.

Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan dalam rangka melaksanakan

kewajibannya sebagai pejabat publik dan sebagai anggota perkumpulan profesi

Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUJN. Notaris wajib mengucapkan

sumpah jabatan secara resmi sebelum mulai melaksanakan kewajiban profesinya.

Menurut UUJN, ketentuan yang terkait tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2):

1)

)

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan
sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.

Sumpabh/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai
berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta
peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur,
saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga
sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya
sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung
jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta
dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
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bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun,
tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu
kepada siapa pun.”

Kewajiban notaris untuk mengucapkan sumpah atau janji sangat berprinsip,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUJN; jika tidak dilakukan dalam jangka
waktu dua bulan sejak pengangkatan, dapat mengakibatkan pencabutan
pengangkatan notaris oleh Menteri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 6
UUJN. Oleh karena itu, notaris harus melaksanakan kewajibannya paling lambat
tiga puluh hari sejak diambil sumpah atau janjinya sebagai notaris.3®

Sesuai dengan UUJN, notaris di Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab,
dan larangan yang tercantum dalam dokumen untuk menjalankan tanggung
jawabnya. Jadi Notaris sebagai pejabat publik yang bermakna hukum, karena
produk dari pejabat publik (Notaris) yaitu akta yang mempunyai pembuktian yang
sempurna sebagai produk hukum. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan, seorang
pejabat dianggap melakukan kejahatan jika melakukan sesuatu yang berada di luar
lingkup tanggung jawabnya.

Hal yang sama berlaku bagi notaris: mereka harus menghormati batasan
kekuasaan mereka dan bertindak sesuai dengan itu.>® Selain kewenangan untuk

mengesahkan dokumen, notaris juga memiliki tanggung jawab dan batasan yang

harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya. Apabila batasan dan ketentuan ini

3 Ibid.
39 Habib Adjie, Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum
Pengaturan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2012, him. 38.
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tidak dipatuhi, maka Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana
diatur dalam UUJN.

Terdapat tiga komponen utama dalam kuasa umum notaris sebagaimana yang
diuraikan dalam UUJN:

1. Kewenangan Umum Notaris.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa Notaris berwenang
membuat akta-akta umum. Hal ini sama halnya dengan kewenangan notaris yang
luas namun terbatas, kecuali kewenangan yang perannya telah ditetapkan secara
tegas dalam undang-undang. Akta-akta yang sah mengenai hal-hal yang wajib
dibuat meliputi semua akta, perjanjian, dan ketentuan yang diamanatkan oleh
undang-undang atau diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Seharusnya sudah sangat jelas siapa saja yang diuntungkan dengan dibuatnya
suatu akta sehubungan dengan topik hukum tersebut. Kewenangan pembuktian akta
notaris dan kewenangan notaris sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15
UUJN memungkinkan diketahuinya dua hal:*°

1. Notaris, sebagai bagian dari tugasnya, menuangkan maksud dan
perbuatan para pihak ke dalam suatu dokumen yang mengikat secara
2. gﬁgr&,otaris, sebagai dokumen yang mengikat secara hukum, memiliki
kekuatan pembuktian yang lengkap dan tidak memerlukan pembuktian
atau bukti lebih lanjut untuk mendukungnya. Misalnya, jika salah satu
pihak menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut

harus memberikan bukti klaimnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Kewenangan Khusus Notaris.

40 Muhammad Ruslan. Selayang Pandang Pelaksanaan Akta Perikatan Jual Beli Atas Tanah
dan Bangunan yang Dibuat Dihadapan Notaris, Media llmu, Jakarta, 2010, him. 7.
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Kewenangan khusus notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diatur

dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yang meliputi:

a.

oo

Q oo

Memastikan keaslian tanda tangan dan kepastian tanggal surat dinas
dengan mencatatnya dalam buku khusus.

Mencatat surat dinas dalam buku khusus.

Membuat salinan asli surat dinas dengan keterangan yang sama
persis dengan yang tertulis dalam surat yang bersangkutan.
Memeriksa kesesuaian antara asli dengan fotokopinya.

Memberikan nasihat hukum terkait dengan akta-akta.

Membuat akta-akta tanah.

Membuat akta-akta risalah lelang.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Notaris mempunyai kewenangan tambahan sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan, selain kewenangan yang diatur dalam ayat (1) dan

(2) sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Berdasarkan ius

constituendum, kewenangan yang akan diputuskan kemudian adalah kewenangan

untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut.**

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN menyebutkan :

Tidak perlu membaca Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
apabila pihak yang menghadap tidak menghendaki untuk dibacakan.
Apabila pihak yang menghadap telah membaca Akta dan memahami isinya,
maka pihak yang menghadap dapat menyatakan hal tersebut dalam penutup
Akta dan meminta pihak tersebut, para saksi, dan notaris untuk
menandatangani setiap halaman Risalah Akta.

Siapa pun dapat mengabaikan persyaratan untuk meminta akta dibacakan jika

mereka menginginkannya; yang diperlukan hanyalah pernyataan di akhir dokumen

yang menyatakan bahwa orang yang hadir telah membaca, memahami, dan

memahami isinya. Notaris harus membacanya sebelum notaris, para saksi, dan

1 1bid.
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orang yang hadir dapat menandatanganinya, kecuali jika orang yang hadir menolak.

Sesuai ketentuan Pasal 44 UUJN menyebutkan :

(1)

(2)
©)

(4)

(%)

Setelah akta dibacakan, semua yang hadir, termasuk saksi dan
notaris, diminta untuk segera menandatanganinya. Jika tidak dapat
menandatangani, seseorang harus memberikan alasan;

Akta diakhiri dengan pernyataan yang jelas mengenai alasan yang
disebutkan pada butir (1);

Semua pihak yang terlibat, yaitu para pihak, notaris, saksi, dan
penerjemah resmi menandatangani akta sebagaimana dimaksud pada
butir 3 bagian 43,;

Membaca, menerjemahkan, atau menerangkan, dan menandatangani
sebagaimana dimakna pada butir (1) dan ( 3), serta Pasal 43 ayat (3),
dinyatakan secara tegas pada bagian penutup Akta ; dan

Kegagalan memenuhi standar yang disebutkan dalam paragraf (1),
(2), (3), dan (4) menjadikan akta tersebut sama meyakinkannya
dengan akta yang disubsidi oleh pihak lain. Apabila hal ini terjadi,
pihak yang dirugikan dapat meminta Notaris untuk mengganti biaya-
biaya, kerugian, dan bunga yang telah dikeluarkan.

Kecuali jika secara khusus diizinkan oleh undang-undang, notaris publik harus

menjaga kerahasiaan akta dan informasi apa pun yang dikumpulkan dari

pelaksanaannya. Namun, dalam beberapa kasus, ada pengecualian terhadap aturan

ini.*2 Oleh karena itu, tidak ada pihak lain selain hukum yang berwenang memaksa

notaris untuk mengungkapkan isi akta, serta segala fakta atau pernyataan yang

diketahui notaris mengenai pelaksanaan akta tersebut.

Menjadi seorang notaris publik tidak hanya memerlukan pelatihan khusus dan

pengetahuan yang luas, tetapi juga rasa tanggung jawab sipil yang Kkuat;

Sederhananya, tugas notaris adalah mengawasi hubungan hukum antara kliennya

dengan menuangkannya di atas kertas. Seorang notaris publik harus mematuhi

42 Habib Adjie, Op,.Cit, him. 40.
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standar perilaku yang sering dikenal sebagai “perilaku profesional,” yang
meliputi:*

1. Notaris harus memiliki prinsip moral yang teguh dalam menjalankan
tugas resminya. Dalam hal ini, menjalankan tugas profesionalnya harus
berpedoman pada semua prinsip etika. Meskipun imbalannya besar, ia
harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan nilai-nilainya.

2. Selain jujur kepada kliennya, notaris juga harus jujur kepada dirinya
sendiri. Agar kliennya senang dan bisnisnya terus berjalan, ia harus jujur
tentang keterbatasannya dan tidak memberikan janji yang berlebihan.

3. notaris harus tahu di mana batas kewenangannya. Mengenai ruang
lingkup kewenangannya dan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang
dalam kapasitasnya sebagai notaris, ia harus mematuhi batasan
perundang-undangan yang relevan.

4. Meskipun keterampilan seseorang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan
finansial, motivasi di balik pekerjaan profesional tidak hanya sekadar
keuntungan finansial. Sesuai dengan Pancasila, notaris tidak boleh
mengorbankan integritasnya demi keuntungan finansial atau kebutuhan
akan kepastian hukum; sebaliknya, ia harus bekerja untuk mewujudkan
rasa keadilan yang sejati.

Pelayanan, bukan keuntungan, merupakan kekuatan pendorong di balik profesi
notaris.** Ini melibatkan fokus kebutuhan pelanggan, daripada mengkhawatirkan
jumlah uang yang akan Anda hasilkan. Seorang profesional selalu teliti, akurat, dan
adil dalam pekerjaannya. Orang baik berhati-hati, bukan tidak bertanggung jawab.
Keadilan berarti tidak memihak dan tidak melanggar hak orang lain, sementara
melakukan apa yang pantas diakui oleh profesi terkait.

Undang-undang ini mendefinisikan "peraturan perundang-undangan™ sebagai
regulasi "mengikat secara umum" yang diluncurkan DPR bergandeng dengan

pemerintah pusat dan daerah, serta keputusan yang "mengikat secara umum" yang

43 Muhammad Fajri, Prespektif Notaris dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Citra Medya,
Jakarta, 2010, him. 47.
44 Ghansam Anand, Loc,.Cit, him. 107.
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dirancang TUN pada tingkat yang sama. ketetapan kewenangan notaris pada
akhirnya akan didasarkan pada peraturan ini.

2.2 Hak dan Kewajiban Notaris

Dalam bahasa Inggris, tugas dan hak notaris dikenal sebagai notary, bahasa
Belanda dikenal sebagai rechten en plichten van Notarissen.** Asalnya
dimaksudkan sebagai hak untuk mengajukan tuntutan atau melakukan pengawasan
terhadap suatu barang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau dokumen
hukum mengikat lainnya.

Agar tugas Notaris dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa prinsip yang
harus dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip pelaksanaan tugas yang
efektif, yang memerlukan isi dan pemahaman. Berikut prinsip-prinsip tersebut:*®

1. Asas Kepastian Hukum;

2. Asas Persamaan;

3. Asas Kepercayaan;

4. Asas Kehati-hatian; dan

5. Asas Profesionalisme.

Kecuali dalam situasi tertentu yang melibatkan otoritas publik lainnya, notaris
memiliki kewenangan untuk membuat akta yang mengikat secara hukum. Untuk
memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, peraturan perundang-
undangan mengamanatkan pelaksanaan tindakan yang sah.*’

Keinginan para pihak untuk memperjelas tugas dan kewajibannya serta

memberikan kesempatan yang sama seperti makna per UU, serta perlunya

4 Salim HS, Loc.Cit, him. 23.

4 putri, A. R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indicator Tugas-Tugas Jabatan
Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Cet.ll, PT SoftMedia, Jakarta, 2020, him. 21.

47 Jusuf Patrick, Hak-Hak Istimewa Notaris Dalam UU Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004,
Mitra llmu, Jakarta, 2009, him. 41.
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dirancanga akta resmi yang di hadapan Notaris, menjadikan hal tersebut menjadi
suatu keharusan.

Dalam setiap hubungan sosial dan hukum, akta otentik berfungsi sebagai bukti
yang paling kuat dan komprehensif. Permintaan akan bukti tertulis dalam bentuk
akta otentik semakin meningkat dalam banyak hubungan ekonomi dan sosial pada
skala nasional, regional, dan global. Permintaan ini disertai dengan peningkatan
jumlah transaksi yang melibatkan perbankan, tanah, kegiatan sosial, dan bidang
terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik dengan menggunakan
akta asli yang menguraikan tanggung jawab dan hak serta memberikan kejelasan
hukum. Meskipun perselisihan seperti ini tidak dapat dihindari, akta asli bukti
tekstual yang paling kuat dan paling komprehensif dapat membantu menyelesaikan
masalah dengan lebih efisien dan terjangkau.*®

Berlandaskan keterangan yang disalurkan para pihak pada Notaris, suatu akta
yang asli pada hakikatnya memuat kebenaran formal. Meskipun demikian,
merupakan tanggung jawab Notaris guna menjamin jika maksud para pihak
tercermin secara akurat dalam akta Notaris dengan cara membacanya secara cermat
untuk memastikan kejelasan dan memberikan informasi yang relevan kepada para
pihak, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga mereka dapat
mengambil keputusan yang tepat. Hal ini menyalurkan kebebasan penuh pada pihak
guna memutuskan sendiri apakah mereka menyetujui ketentuan akta notaris

tersebut.*®

“8 1bid.
49 1bid, him. 42.





40
Tindakan notaris harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada saat itu. Peraturan yang mengatur tugas notaris didasarkan pada

ketentuan UUJN berikut ini, yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1):

a. “Menjaga integritas, kejujuran, independensi, dan objektivitas
setinggi-tingginya dengan tetap melindungi hak-hak semua pihak
yang terlibat dalam suatu proses hukum;

b. Membuat Akta dengan menggunakan Risalah Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. Melengkapi Risalah Akta dengan surat-surat dan dokumen-
dokumen pendukung, serta sidik jari pemohon;

d. Berdasarkan Risalah Akta, menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta,
atau Kutipan Akta;

e. Menurut Undang-Undang ini, memberikan jasa kecuali ada alasan
untuk menolak;

f. Kerahasiaan Akta dan informasi apa pun yang diperoleh untuk
pembuatannya, sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali
undang-undang menentukan lain;

g. Akta harus dijilid dalam buku dengan jumlah maksimal lima puluh
akta dan harus dibuat dalam waktu satu bulan. Jika jumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, maka akta dapat dijilid dalam
beberapa buku, dengan nomor risalah akta, bulan, dan tahun
pembuatan dicantumkan pada sampul setiap buku.

h. Membuat catatan akta protes terhadap jaminan yang belum dibayar
atau tidak diterima;

I. Mengorganisasikan semua akta yang berkaitan dengan wasiat sesuai
dengan tanggal pembuatannya;

J.  Menyerahkan baik pencatatan akta-akta sebagaimana dimaksud
dalam huruf i maupun pencatatan kosong mengenai wasiat kepada
pusat pendaftaran wasiat paling lambat lima (5) hari sejak awal bulan
berikutnya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;

k. Pada akhir setiap bulan, catat tanggal penyerahan daftar wasiat
dalam buku daftar wasiat.

I. Beri stempel atau stempel dengan lambang negara Republik
Indonesia dan tuliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan di sekelilingnya.

m. Jika membuat wasiat di bawah tangan, hadirkan setidaknya dua
orang saksi. Pemberi, saksi, dan notaris harus menandatangani akta
pada saat itu juga.

n. Menjadi relawan magang dengan calon notaris”.
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Pejabat yang bertugas membantu masyarakat dalam memperoleh bukti yang
mengikat secara hukum, pada hakikatnya haruslah seorang notaris publik. Namun,
notaris publik memiliki hak untuk menolak memberikan layanan dalam kondisi
tertentu.

Yang dimaksud penulis dengan “alasan penolakannya” adalah faktor-faktor
yang menyebabkan notaris tetap bersikap netral.>° Seperti halnya ketika salah satu
pihak tidak mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak, ketika notaris tersebut
merupakan anggota keluarga dekatnya atau menikah dengan notaris tersebut, atau
ketika ada situasi lain di mana hubungan semacam itu dilarang oleh hukum.
Seorang notaris harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai notaris sambil
menghindari kewajiban yang tidak perlu seperti melaksanakan instruksi yang
mendesak.>?

Tugas notaris ialah menentukan apakah suatu akta merupakan cara yang tepat
untuk menggambarkan suatu kegiatan. Penilaian semacam ini tidak dapat dilakukan
sebelum Notaris memeriksa dengan saksama semua dokumen dan bukti yang
diajukan kepadanya, serta mendengar dan memahami argumen dan dalil semua
pihak yang terlibat.

Kewajiban lain seorang Notaris setelah pengambilan sumpah /janji jabatan
Notaris tertuang dalam Pasal 7 UUJN menyebutkan :

Setiap orang yang terlibat wajib melakukan hal-hal berikut dalam waktu 30

hari sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji jabatan Notaris:
a. Melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh integritas;

50 http://zulpiero.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-Notaris-
dalam-uujn/ Online Diakses Minggu, 31 Januari 2025 pukul 00.54.

51 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika,
Ul Press, Yogyakarta, 2009, him. 177.
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b. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada
Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah;

c. Menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan Notaris kepada
Menteri, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis
Pengawas Daerah, Bupati atau Walikota tempat jabatan Notaris
dilantik, stempel atau stempel dinas Notaris yang berwarna merah,
alamat kantor Notaris, contoh tanda tangan, dan paraf.

Semua pihak yang terlibat harus diberitahu tentang dasar hukum keputusan
tersebut.>> Semua implikasi hukum yang mungkin terjadi, baik saat ini maupun di
masa mendatang, harus diperhitungkan dalam penilaian ini. Lebih jauh, semua akta
yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus memberikan argumen dan fakta
pendukung atau menyertakan penjelasan tentang masalah hukum apa pun bagi para
pihak atau pemohon.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib
dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta
tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya,
jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk
membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan
notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44
UUJN ini dilanggar oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang
tersebut dalam UUJN.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris

masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji

52 |bid.
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notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris,
kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan
dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan
notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui
oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal
dengan “kewajiban ingkar” notaris. Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan
sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f
UUJN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris.

Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris,
kecuali ada undangundang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban
ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan Batasan
sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta
pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau
pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan. Notaris dalam
jabatannya sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh
Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/
pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak
memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut notaris yang bersangkutan.
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Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu
membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya.
Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam
kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari
kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-
undang diwajibkan untuk merahasiakannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur
pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga
dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis
yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau
perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu
lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga
dimaksudkan sebagai lembaga notariat.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai "notariat' ini muncul dari
kebutuhan dalam pergaulan sesame manusia, yang menghendaki adanya alat bukti
dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.
Oleh karenanya kekuasaan umum (openbaar gezaag) berdasarkan perundang-
undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk
membuatkan alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang
mempunyai kekuatan otentik.

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat

dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta
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peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang
mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi
sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun, maka
peran serta fungsi hukum bagi suatu prafesi hukum tidaklah lebih mudah daripada
di negara yang maju, karena terdapatnya berbagai keterbatasan yang bukan saja
mengurangi kelancaran lajunya proses hukum secara tertib dan pasti tetapi juga
memerlukan pendekatan dan pemikiran-pemikiran yang menuju kepada suatu
kontruksi hukum yang adaptip yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan
yang ada secara mantap.

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam
melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukurn itu sendiri,
sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam
pelayanannya kepada masyarakat”, Dua hal yang perlu mendapat perhatian di
dalam rangka menjalankan profesinya tersebut yaitu : Adanya kemampuan untuk
menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi
serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan:

1) Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum
yaitu memegang teguh standar professional sebagai pengabdi hukum yang baik
dan tanggap. Berperilaku individual. mampu menunjukkan sifat dan perbuatan
yang sesuai bagi seorang pengabdi hukum yang baik,

2) Keluar, kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat

dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu
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mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta
aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.
Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang

Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi
adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban
profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui
dalam masyarakat.

Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. "Kode" adalah
segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat
tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota
masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.

2.3 Larangan Notaris

Notaris tunduk pada pembatasan serta tugas dan tanggung jawab yang diuraikan
dalam Pasal 16 UUJN. Frasa dua suku kata "larangan bagi notaris,"” diucapkan "pro-
notary" dalam bahasa Inggris dan "verbod voor Notaris" dalam bahasa Belanda,
mengacu pada aturan yang harus dipatuhi oleh notaris.>3

Notaris dilarang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 17 UUJN:

a. Melakukan tugas di luar daerah tugasnya;

Melarikan diri dari daerah tugasnya selama tujuh hari berturut-turut
tanpa alasan yang dapat diterima;
Menjabat lebih dari satu jabatan sebagai pejabat publik;
Menjabat rangkap sebagai pejabat negara;
Menjadi advokat;

Menjadi pimpinan atau pegawai suatu badan usaha, baik milik negara,
badan usaha milik daerah, maupun milik swasta;

o

—hD OO

%3 Salim HS, Op.,Cit, him. 208.
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. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II

di luar rumah notaris;

Menjadi notaris pengganti; atau

Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan asas agama, kesusilaan,
atau kepatutan yang dapat mengurangi kewibawaan notaris.

Lebih lanjut mengenai larangan Notaris menurut ketentuan Kode Etik Notaris

terdapat dalam Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan

Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 menyebutkan :

Tidak seorang pun, bahkan notaris, boleh melakukan hal-hal berikut saat
menjalankan kapasitas resminya sebagai notaris

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Memiliki banyak kantor, termasuk kantor pusat dan satu atau lebih
kantor cabang atau perwakilan;

Di luar kantor, memasang papan nama atau plang yang bertuliskan
"Notaris/Kantor Notaris";

Memublikasikan nama dan jabatannya pada media cetak dan/atau
elektronik untuk tujuan publikasi atau promosi diri, baik sendiri
maupun berkelompok, melalui:

d. Pengumuman layanan masyarakat;

Ucapan selamat;

Ungkapan simpati;

Ungkapan terima kasih;

Acara promosi; dan

Inisiatif sponsorship, baik di bidang organisasi, agama, maupun
atletik.

bekerja sama dengan biro jasa, individu, atau organisasi yang utamanya
berfungsi sebagai perantara untuk mencari dan mengamankan klien;
Mencantumkan nama sendiri pada dokumen yang persiapannya telah
dilakukan oleh orang lain;

Memberikan notulen kepada klien untuk ditandatangani;

mencoba membuat seseorang mengalihkan bisnisnya dari notaris lain
ke notarisnya, baik melalui orang lain atau langsung kepada klien;
Menggunakan tekanan psikologis atau menahan dokumen yang
diberikan untuk memaksa klien agar terus berbisnis dengannya;

Ikut serta dalam kegiatan yang menimbulkan persaingan tidak sehat
antara notaris lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
menetapkan honorarium klien dengan jumlah yang lebih rendah dari
honorarium yang ditetapkan oleh Asosiasi;

Mengambil pekerjaan dari staf notaris lain atau dengan sengaja
mempekerjakan seseorang yang masih bekerja di kantor notaris lain
tanpa izin notaris lain;

Membuat komentar yang merendahkan tentang notaris lain atau
menyalahkan tindakan mereka. Apabila Notaris menemukan atau

—oQ ho





13.

14.

15.

16.
17.
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mengetahui  hasil kerja rekan kerjanya yang cacat dan/atau
membahayakan klien, maka Notaris wajib memberitahukan
kesalahannya tersebut dengan sopan namun tegas agar tidak
menimbulkan akibat yang tidak diharapkan, baik bagi klien maupun
dirinya.

Tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan yang
tercantum dalam Kode Etik melalui penggunaan media elektronik
seperti internet dan media sosial;

Mengumpulkan sekelompok orang yang tidak berwenang untuk
memajukan kepentingan organisasi atau lembaga, khususnya dengan
cara mengecualikan calon Notaris lainnya dari keikutsertaan;
Membuat akta yang melampaui batas yang ditetapkan oleh Dewan
Kehormatan;

Mengikuti lelang untuk memperoleh pekerjaan atau membuat akta; dan
Menggunakan dan mencantumkan nama-nama yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh

Notaris. Pengaturan larangan bagi Notaris juga termuat dalam Pasal 5 ayat (1)

Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

menyebutkan :

Notaris dapat dikenakan teguran tertulis dari Dewan Pengawas Daerah

a.

apabila:

Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara
sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan
Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor,
contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan
Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang
bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasai Notaris, Ketua
Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di
tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang;

. Tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai

Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf | Undang-Undang;

Melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris
sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;

. Mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat

Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan





49

jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai
dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;

. Menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali
Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat
berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;

. Tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma

kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat
(1) Undang-Undang;

. Memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse

Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak
berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan
Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang; dan

. Tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol

Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 UUJN

apabila melanggar larangan ini. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis,

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan penghentian dengan

tak hormat. Pelanggaran ini juga menjadikan akta tersebut tidak sah secara hukum

atau memberinya kekuatan pembuktian yang sama seperti akta pribadi.>*

2.4 Kriteria Sikap Tidak Berpihak Notaris

Seseorang yang tidak memihak atau independen tidak menganut suatu sikap

atau membiarkan dirinya dipengaruhi oleh opini atau agenda kelompok atau

individu mana pun; sebaliknya, mereka bertindak secara bebas dan independen.>®

Sehingga pertimbangan dan tindakan pihak ketiga yang tidak memihak bersifat adil

dan menguntungkan semua pihak.

44.

54 Abdul Ghofur Anshori, Op.,Cit, him. 177.
% M.Yahya, Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian Notaris, Alumni, Bandung, 1986, him.
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Landasan dari sikap yang tidak memihak atau otonom adalah sikap yang tidak
memperhitungkan kepentingan pribadi apa pun saat membuat pilihan atau
mengambil tindakan yang berkaitan dengan para pihak.>® Notaris dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang notaris harus bersikap
tidak memihak dan independen agar dapat menghasilkan akta-akta yang sah dan
sesuai dengan kepentingan hukum para pihak yang terlibat atau yang datang
kepadanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, Notaris
berwenang menolak membuat akta yang diserahkan kepadanya. Dalam penafsiran
Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan
penolakan membuat akta" adalah keadaan yang mengakibatkan terganggunya
netralitas Notaris, seperti adanya hubungan darah, perkawinan, atau hubungan
rumah tangga. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Notaris,
baik hubungan langsung, tidak langsung, maupun tidak langsung.>’

Pedoman pembatasan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik telah
diatur dalam UUJN. Notaris berwenang dan bertanggung jawab untuk menolak
membuat akta otentik apabila ia memiliki hubungan keluarga dengan salah satu
pihak. Hal ini dikarenakan notaris yang memiliki hubungan pribadi dengan salah
satu pihak dapat membahayakan netralitas dan independensi notaris dalam

memberikan kesaksian pada dokumen hukum.>8

%6 Ibid.

57 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2010, him. 69.

%8 Ibid.
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Ada kekhawatiran bahwa Notaris mungkin memiliki kepentingan pribadi
terhadap salah satu pihak ketika menjadi saksi dokumen hukum karena hubungan
keluarga mereka. Sehingga ia tidak dapat membuat surat wasiat yang sah yang
secara adil dan setara menjabarkan hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kenotariatan.>®

Secara lebih rinci, dalam Pasal 52 UUJN disebutkan bahwa notaris dilarang
membuat akta yang di dalamnya terdapat nama dirinya sendiri atau keluarga
dekatnya sampai dengan derajat ketiga:

a.  Notaris tidak dapat membuat akta atas nama notaris, istrinya, atau
anggota keluarga dekatnya (baik karena perkawinan maupun hubungan
darah) dalam garis keturunan vertikal maupun horizontal tanpa batasan
derajat, dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, atas
nama dirinya sendiri, pejabat berwenang, atau kuasanya;

b.  Jika orang yang dimaksud dalam ayat (1) terlibat dalam penjualan
umum, penyewaan umum, pemberian piagam umum, atau rapat yang
risalahnya dibuat oleh Notaris, ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku.

c.  Jika ketentuan dalam ayat (1) dilanggar, akta hanya memiliki kekuatan
pembuktian akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh orang yang
hadir. Namun, hal ini tidak membebaskan Notaris dari kewajibannya
untuk membayar biaya, kompensasi, dan bunga kepada orang yang
terlibat.

Apabila Notaris mempunyai hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak
yang menghendaki pembuatan akta otentik, maka Notaris wajib menolak untuk
melaksanakan akta tersebut karena adanya kemungkinan timbulnya hubungan
kekeluargaan tingkat ketiga, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

Tujuan pembatasan kewenangan dan kewajiban untuk menolak membuat akta

otentik apabila terdapat hubungan keluarga adalah untuk melindungi hak dan

%9 R.Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Mandar Maju,
Bandung, 2000, him. 44.
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kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta. Hal ini
menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat berhak mendapatkan perlakuan yang
adil dan seimbang ketika membuat akta. Selain itu, hal ini juga melindungi notaris
dari keberpihakan dan membuat akta tersebut mencerminkan ketidakseimbangan
dan ketidakadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Pembatasan kewenangan sekaligus kewajiban menolak membuat akta autentik
bila memiliki keterkaitan dalam hubungan kekeluargaan tersebut bertujuan untuk
melindungi hak dan kepentingan hukum para penghadap dalam pembuatan akta
autentik agar dapat memperoleh hak dan kewajiban yang adil dan seimbang dalam
pembuatan akta autentik dan juga untuk memberikan perkindungan hukum kepada
notaris agar dapat menghindari sikap notaris yang memihak kepada salah satu
penghadap dalam pembuatan akta autentik sehingga mengakibatkan akta autentik
tersebut tidak lagi mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan
hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 53 UUJN dalam rangka pembatasan Notaris
dalam pembuatan akta otentik menyebutkan :

Dilarang mencantumkan dalam akta notaris syarat atau ketentuan yang

memberikan keuntungan atau keistimewaan kepada:

a. Notaris atau pasangannya;

b. Saksi atau pasangannya; atau c. Setiap orang yang memiliki hubungan
darah langsung atau tidak langsung, baik dalam garis lurus, menaik atau
menurun, terbatas pada derajat tertentu dengan notaris atau saksi; atau

c. Setiap orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan saksi atau
notaris sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 53 UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak boleh membuat akta yang sah

jika akta tersebut memuat ketentuan yang menguntungkan Notaris atau

keluarganya, baik sebagai pihak dalam akta maupun sebagai saksi dalam
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pembuatannya. Apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UUJN, maka akta asli dianggap sebagai akta
di bawah tangan, dan Notaris yang bersangkutan dapat dituntut oleh para pihak
yang terlibat dalam gugatan untuk mendapatkan penggantian biaya perkara dan
bunga.

Kejujuran sangat penting bagi notaris, dan tidak hanya terhadap kliennya.
Notaris tidak boleh menjanjikan terlalu banyak atau tidak memenuhi janjinya demi
mendapatkan atau mempertahankan klien; sebaliknya, mereka harus jujur tentang
keterbatasan mereka dan bekerja sesuai dengan keterbatasan tersebut. Semua ini
dilakukan untuk mengukur seberapa dapat dipercayanya seorang Notaris. Integritas
notaris diuji saat mereka mengesahkan dokumen, seperti pernyataan yang dibuat
oleh klien atau pihak-pihak terkait. Kejujuran dari pihak notaris diperlukan bahkan
jika maksud klien bertentangan dengan UUJN. Saat membuat akta otentik, notaris
tidak boleh menyembunyikan informasi apapun.

Notaris harus menjaga sikap integritas pribadi dan kompetensi profesional saat
menjalankan tugasnya. Sebagai Notaris publik, Anda memiliki tanggung jawab
untuk menjaga standar ketidakberpihakan dan kejujuran tertinggi dalam bekerja
setiap saat. Agar kompeten di bidangnya, maka harus mampu beradaptasi dengan
norma hukum dan sosial yang berubah, melindungi kepentingan publik, dan

memenuhi kebutuhan klien Anda sambil tetap mematuhi hukum.
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Pada hakikatnya, seorang notaris akan melanggar norma imparsialitas jika ia
mengesahkan suatu akta untuk keluarganya.®® Banyak yang khawatir Notaris akan
mengambil sikap yang berpihak pada keluarga yang memperoleh keuntungan dari
akta sah tersebut.

Segala sesuatu dalam akta Notaris yang sah mencerminkan gagasan tentang
keadilan dan keseimbangan yang harus dijaga oleh Notaris ketika membuat akta.
Sebagai persyaratan hukum dari asas tidak memihak Notaris, Notaris harus
menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta yang sah, dengan
mempertimbangkan hak dan tanggung jawab mereka secara adil dan seimbang.®!
Agar Notaris dapat menegakkan gagasan tentang kenetralan yang diberikan
kepadanya, maka sangat penting baginya untuk mematuhi asas-asas keseimbangan
dan keadilan ketika membuat akta yang sah.

Berikut ini adalah syarat sah asas imparsialitas yang harus dipenuhi oleh Notaris
agar dapat membuat akta yang sah menurut UUJN sebagaimana diuraikan di atas:®?

a. Notaris tidak dapat membuat akta otentik untuk dirinya sendiri atau

keluarganya secara garis lurus tanpa batasan derajat atau secara garis lurus
miring ke derajat ketiga.

b. Notaris tidak dapat mencantumkan ketentuan dalam akta otentik yang

dibuatnya yang menguntungkan salah satu pihak atau saksi.

80 Abdul Bari Azed, Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia, Media Ilmu, Jakarta, 2013, him.
68.

81 Ibid.

62 Ibid, him. 45.
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c. Bahasa yang digunakan untuk menguraikan hak dan kewajiban para pihak
dalam akta harus adil dan berimbang;
d. Sebelum membuat akta otentik, notaris harus mendengarkan apa yang
diinginkan para pihak untuk dicantumkan.
e. Sebelum ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris, Notaris
terlebih dahulu membuat akta otentik yang memuat maksud para pihak.
Setelah akta disetujui dan dibacakan oleh semua pihak, Notaris mencatat
akta tersebut dan membacanya dengan suara keras.
f.  Notaris dilarang bekerja sama dengan salah satu pihak untuk membuat
akta yang merugikan hak atau kepentingan hukum pihak lain.
g. Notaris tidak boleh memiliki kepentingan finansial terhadap hasil
kesepakatan para pihak atau menjadi pihak dalam pembuatan akta otentik.
Agar suatu akta notaris sah, maka notaris harus bertindak tidak memihak, bebas
dari campur tangan para pihak atau pihak ketiga mana pun, dalam kapasitasnya
sebagai pejabat publik yang profesional. Istilah "tidak memihak" didefinisikan
sebagai berikut oleh Sudikno :%% keadilan merupakan adjektiva (objek) yang
menjelaskan nomina (nama) yang memiliki 3 (tiga) arti yaitu: adil, jujur, atau tidak
memihak; adil atau tidak memihak.
Lanjut menurut Sudikno bahwa substansi keadilan sebagaimana diuraikan di
atas mesti diformulasikan pada 3 (tiga) tingkat. pertama, pada tingkat outcome

(hasil/produk), kedua, pada tingkat prosedur, dan ketiga, pada tingkat sistem.%

8 Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi VI, Liberty, Yogyakarta,
1998, him. 50.
8 Ibid, him. 51.
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Pada tingkat outcome, keadilan berhubungan dengan pembagian (distributive) dan
pertukaran (comutative), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan
suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Dalam melayani kliennya, notaris harus mematuhi semua hukum, peraturan,
dan aturan etika yang berlaku. Notaris harus menjaga objektivitas dengan
mempertimbangkan kepentingan para pihak yang berseberangan dalam akta.
Semua notaris diharuskan memiliki kualifikasi:®> Pertama, seseorang harus jujur
secara intelektual terhadap diri sendiri dan kliennya. Kedua, seseorang harus tahu
kapan harus mundur dari posisi berkuasa. Ketiga, seseorang tidak boleh termotivasi
hanya oleh keuntungan finansial. Terakhir, seseorang harus memiliki standar moral
yang tinggi.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang
berhubungan dengan atau kait-mengait antar struktur yang berlaku. Uraian di atas
menunjukkan bahwa tugas notaris untuk bersikap netral dalam penyidikan ini
mengharuskannya untuk mematuhi ketentuan hukum kenotariatan yang relevan,
dalam hal ini UUJN dan Kode Etik Notaris, ketika menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dalam membuat akta otentik.

Terkait masalah hukum dan perlindungan terhadap tindakan hukum, notaris
harus bertanggung jawab atas keaslian akta yang dibuatnya apabila terjadi masalah
hukum di kemudian hari. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya

membuat akta otentik dan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian,

8 Liliana Tedjasaputro, Etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana), Bigraf
Publishing, Yogyakarta, 1995, him. 86.
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maka notaris tersebut dapat dikenakan tanggung jawab administratif, perdata, atau
pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan teori hukum
positif dalam penelitian ini maka, notaris dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya dalam membuat akta autentik wajib berpedoman kepada ketentuan
hukum yang berlaku dibidang hukum kenotariatan dalam hal ini adalah UUJN.

Apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindugan hukum
maka notaris wajib bertanggung jawab terhadap pembuatan akta autentik yang
dibuatnya apabila terjadi  permasalahan  hukum  dikemudian  hari.
Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris adalah pertanggungjawaban secara
administratif, perdata, maupun pidana apabila notaris tersebut ternyata lalai atau
tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya membuat akta autentik, sehingga
menimbulkan kerugian bagi salah satu penghadap.

Perlindungan hukum terhadap notaris harus diterapkan secara adil dan
seimbang dalam proses pemeriksaan notaris tersebut dengan menggunakan asas
praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam proses hukum penjatuhan
sanksi administratif, penjatuhan sanksi perdata, maupun pidana di pengadilan

dengan tetap berpedoman kepada UUJN.





BAB Il1
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG BERSIKAP

MEMIHAK DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA

3.1 Landasan Yuridis Dalam Penjatuhan Sanksi Hukum Notaris Dalam
Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum
Sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku
manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap system norma selalu
bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan
hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku
sosial tertentu. Dalam kondisikondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga
hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut.
Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila melekat unsur sanksi, walaupun
norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. Hukum
merupakan himpunan petunjuk hidup berisi perintah dan larangan yang mengatur
tata tertib dalam suatu masyarakat dan wajib ditaati oleh anggota masyarakat itu.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat
menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar
ketentuan hukum tersebut.®® Hukum dapat pula didefenisikan sebagai keseluruhan
peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang
pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan kedamaian atau

keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum

8 Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007, him. 50.
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mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau
dapat merupakan sanksi ganti-rugi bagi pihak yang melanggar hukum terhadap
pihak yang menderita kerugian. Pada prinsipnya hukum berkaitan dengan sanksi.
Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur
dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.

Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi.
Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi
terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat
sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Pada dasarnya secara umum di
Indonesia di kenal ada tiga jenis sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan
sanksi administratif atau administrasi. menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini
bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-
peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari
adanya pelanggaran tersebut.

a. Sanksi pidana
Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan
dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum
administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk
mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran
dikenakan sanksinya berupa pidana. Hukuman pidana adalah reaksi atas delik
dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada
pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi
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terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas
penambahan penderitaan dengan sengaja. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu
adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan
masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

b. Sanksi Perdata
Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-
hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian,
pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat
perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk
memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti
dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.
c. Sanksi Administratif
Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku
administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga
terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu
sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau
administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi
administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya.
Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya
membuat akta autentik yang merupakan dokumen negara yang harus dirahasiakan
dan dijaga wajib memiliki rambu hukum untuk mengatur hak dan kewajiban, sikap

dan perilaku agar dapat melaksanakan profesinya dengan baik dan benar sesuai
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum
kenotariatan.

Oleh karena itu di Indonesia pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris diatur
dalam UUJN dan kode etik notaris sebagai landasan yuridis pelaksanaan jabatan
notaris tersebut. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban
dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17, 52 UUJN dan Pasal
3, 4 kode etik notaris hasil kongres luar biasa di Banten pada tahun 2005 dapat
dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik
bahkan sanksi pidana.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran
hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam
memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sanksi administratif merupakan sanksi
yang timbul dari hubungan antara pemerintah (melalui lembaga yang berwenang
dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM dan juga Majelis Pengawas Notaris).

Sanksi hukum di bidang perdata yang dapat dikenakan kepada notaris atas
pelanggaran hukum ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai
keberpihakan notaris terhadap salah satu penghadap dalam pembuatan akta autentik
adalah bahwa notaris tersebut dapat digugat ganti rugi biaya dan bunga oleh pihak

yang dirugikan ke pengadilan atas terbitnya akta autentik tersebut.®’

67 Chairul Naas. Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta PPAT, Pradnya Paramitha, Jakarta,
2014. him. 65.
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Pelanggaran terhadap kode etik notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 dapat mengakibatkan notaris tersebut dijatuhi sanksi administratif oleh
Majelis Pengawas Notaris.(selanjutnya disingkat MPN). Adapun sanksi pidana
karena tidak diatur dalam UUJN, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu
suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
sebagai contoh telah memenuhi unsur pidana "nemasukkan keterangan palsu ke
dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP.

Delik ini merupakan delik aduan (klacht delict), dimana notaris dapat diproses
secara hukum oleh penyidik bila ada pengaduan dari pihak lain yang dirugikan
haknya karena perbuatan notaris yang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta
autentik tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang diatur
dalam UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan
terhadap notaris atas pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif
yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan
hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi
administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat
(1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17
ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal
54 ayat (1) UUJN.

Sanksi perdata umumnya merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran
hukum perdata. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait sanksi

perdata menyebutkan bahwa: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris
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terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, ayat
(7) dan ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 44
ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) yang mengakibatkan
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sanksi perdata terhadap Notaris karena melanggar pasal-pasal di atas dan
mengakibatkan suatu akta akan terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang
menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada Notaris.

Pelaksanaan turunnya kekuatan pembuktian akta hanya karena kurang paraf,
(Pasal 50 ayat (2) UUJN) yang salah satu akibatnya berpengaruh pada perjanjian
kredit apabila debitur wanprestasi, kemudian Notaris harus mengganti kerugian
berikut bunga dan biaya-biaya yang timbul. Apabila ada pihak debitur yang
beritikad tidak baik, hal-hal tersebut dapat menjadi celah hukum untuk menjatuhkan
sanksi kepada Notaris tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu.

Disisi lain, hal ini dapat membuka kemungkinan interpretasi bahwa
pembuktian terhadap akta Notaris yang terdegradasi kekuatan pembuktiannya
menjadi akta di bawah tangan dapat dilakukan secara sepihak tanpa harus melalui
proses gugatan ke pengadilan. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap

ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. UUJN tidak mengatur mengenai penjatuhan
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sanksi pidana terhadap Notaris. Tidak dijatuhkannya sanksi pidana terhadap Notaris
yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris, disebabkan
dalam peraturan UUJN dan Kode etik Notaris tidak mengaturnya.

Selain itu Notaris yang dijatuhi pidana dianggap hanya melakukan pelanggaran
kecil, sehingga hanya dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau ganti rugi ataupun
sanksi administrasi atau hanya berupa teguran. Namun dalam praktek, Notaris
dalam melakukan suatu pelanggaran UUJN, sebenarnya dapat dijatuhi sanksi
administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau
dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi
hukum (sesuai hukum acara) baik itu sanksi perdata maupun sanksi pidana terhadap
Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan UUJN, berakibat timbulnya
ketidakpastian hukum  (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan
perundang-undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat
pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama
belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti
ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus
dipakai atau diterapkan. Apabila hal ini terjadi, maka hak Notaris dan para pihak
yang terkait tidak memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak memberikan
perlindungan hukum.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Pidana
Pembuktian yang dibutuhkan para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu

merupakan tanggung jawab notaris. Ketika para pihak meminta notaris untuk





65
membuat akta, notaris akan melakukannya setelah meninjau pernyataan, fakta, dan
bukti yang dibuat oleh para pihak.%®

Fungsi tambahan notaris adalah memberi nasihat kepada para pihak tentang
masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang berlangsung. Setiap
rekomendasi yang dibuat oleh Notaris dan selanjutnya dicatat dalam akta yang
berlaku dianggap sebagai keinginan dan pernyataan para pihak, bukan pendapat
Notaris sendiri.

Apabila suatu akta notaris digugat oleh beberapa pihak atau pihak ketiga, maka
notaris tersebut seringkali dianggap terlibat atau mendukung suatu tindak pidana,
yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta notaris.®® Hal ini menimbulkan
pertanyaan apakah Notaris tersebut mungkin telah bertindak jahat atau apakah ia
mungkin telah bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan kejahatan melalui
kesalahan yang tidak disengaja. Sanksi harus dijatuhkan jika terbukti bahwa Notaris
tersebut telah jelas melanggar hal ini.

Suyanto dalam karyanya mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan
salah satu cabang hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:”®

1. Ada peraturan dan larangan atas tindakan tertentu berdasarkan hukum

pidana, beserta prospek hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi
norma tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dokumen serupa
menjabarkan asas-asas dasar hukum pidana.

2. Agar suatu pelanggaran dapat dikenakan hukuman pidana, maka harus

memenuhi persyaratan tertentu. Berisi:
a. Pelanggaran itu sendiri; Kesalahan pidana si pelaku.

8 Ibid, him. 55.
8 Ibid, him. 56.
70 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Ed.1, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, him. 1
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b. Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya terang-terangan melanggar

ketentuan hukum pidana, sesuai dengan konsep geen straf zoned schuld
(tiada kejahatan tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Dalam bagian
"Alasan penghapusan pidana” Buku Il Bab Il KUHP, terdapat
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal berikut: Pasal 44
yang mengatur tentang ketidakmampuan si pelaku untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan Pasal 48 yang mengatur
tentang kekebalan si pelaku dari hukuman karena keadaan memaksa
(overmacht) dan

3. Prosedur yang harus diikuti oleh negara, melalui kewenangan hukumnya,
saat menyelidiki calon pelanggar hukum pidana dan memutuskan apakah
akan menghukum mereka secara pidana atau tidak, serta prosedur yang
dapat diikuti oleh terdakwa untuk melindungi hak-haknya.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan

kepentingan umum. Semua warga negara Indonesia harus dilindungi hak dan

kepentingannya melalui sistem peradilan pidana, yang harus sesuai dengan

Pancasila.”?

Kaitannya dengan pertanggung jawaban secara pidana oleh Notaris untuk

dimintai keterangan atas laporan pihak tertentu menurut Pasal 66 UUJN

menyebutkan :

1)

2)

3)

4)

Dalam hal sistem hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan

lampu hijau dari Dewan Kehormatan Notaris, dapat melakukan hal-hal

berikut:

a. Membuat salinan Risalah Akta Notaris dan surat-surat yang
menyertainya yang berada dalam penguasaan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan mengenai Akta
Notaris atau Protokol yang berada dalam penguasaannya.

Berita acara serah terima dibuat dengan membuat fotokopi Minuta Akta

atau surat-surat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a;

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat

permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan

Kehormatan Notaris harus memberikan tanggapan berupa keputusan

setuju atau tidak setuju terhadap permohonan izin tersebut; dan

Tanpa adanya tanggapan dari Dewan Kehormatan Notaris dalam jangka

waktu yang ditentukan pada ayat (3), permohonan izin dianggap

disetujui.

™ Ibid.
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Akan dianggap sebagai pelanggaran hukum jika Kepolisian, Kejaksaan, atau
Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 66 UUJN karena ketentuan tersebut bersifat
wajib bagi mereka. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Notaris harus
dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum lembaga mana pun, termasuk Kepolisian,
Kejaksaan, atau hakim, mengeluarkan surat perintah untuk memberikan keterangan
kepada notaris.”?

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah, dalam
praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan
atau hakim langsung datang menghadap pada instansi yang menghadap, tanpa
diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele terhadap MPD, jika Notaris
melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika
terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau terdakwa.

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim
bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, atau hakim menyepelekan ketentuan
pasal 66 UUJN, maka terhadap kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini
terjadi Kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya
masing-masing, dan disisi yang lain, perkarsa yang disidik atau diperiksa tersebut
dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat

dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi.

2 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,
Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 24.
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Jika perbuataan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka
jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No.
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pihak yang berwenang untuk mengawasi
tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk
melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis
Pengawas Yyang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan
ahli/akademisi (pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN). Sesuai pasal 68 UUJN Majelis
Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas
Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Majelis pengawas daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat
pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada
Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (pasal 69
ayat (1) UUJN).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah disebutkan dalam Pasal 70 UUJN
antara lain adalah: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta
menerima laporan dai masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam penegakan kode etik Notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain
tugasnya adalah:

- Melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
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- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik

yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung; serta

- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Masih dari situs media Notaris disebutkan contoh pelanggaran-pelanggaran
kode etik yang ditangani Dewan kehormatan antara lain adalah jika oknum Notaris
mengiklankan diri tau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya.
Termasuk juga menjelek-jelekkan teman seprofesi tentang pekerjaan Notaris lain.
Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak
melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan
pelanggaran

Belum ada pengaturan yang komprehensif tentang sanksi pidana bagi notaris
sesuai dengan ketentuan UUJN mengenai akta yang dibuatnya. Meskipun
demikian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila notaris tidak melaksanakan
tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan memihak, salah satu pihak dapat
mengalami kerugian finansial.

Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut
meliputi:’3

a. Ketepatan waktu, tanggal, bulan, dan tahun;

b. Orang yang menghadap notaris;
c. Adanya tanda tangan yang berseberangan;

3 Gjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Pembuatan Akta, Cet.l, Mandar Maju, Bandung, 2011, him. 208.



http://mandarmaju.com/main/author_detail/149/DR-Sjaifurrachman-SH-MH
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d. Ketidaksesuaian antara salinan akta dengan risalah akta
e. Adanya salinan akta tanpa dibuatkan risalah akta; dan
f. Tanda tangan yang tidak lengkap pada risalah akta, tetapi tetap diterbitkan.

Oleh karena itu, seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun demikian,

ada beberapa pembatasan yang berlaku untuk penuntutan Notaris:”*

1)

2)

3)

Notaris dapat melakukan gugatan hukum terhadap bagian lahiriah, formal,
dan konkret dari suatu akta apabila tersangka mengetahui atau seharusnya
mengetahui bahwa akta tersebut akan dijadikan dalih untuk melakukan
tindak pidana. Dari sudut pandang orang luar, akta Notaris memiliki nilai
pembuktian karena harus dipersepsikan sebagaimana adanya; apabila
seseorang berpendapat bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai
akta, pihak yang bersangkutan harus memberikan bukti yang sebaliknya.
Secara formal, akta Notaris harus membuktikan bahwa peristiwa dan fakta
yang diuraikan di dalamnya telah dilaksanakan dengan sepatutnya oleh
Notaris dan dijelaskan oleh orang-orang yang hadir pada waktu yang
ditentukan di dalamnya. Di satu pihak, harus ada kepastian mutlak
mengenai substansi suatu akta, artinya isinya dapat dijadikan bukti
terhadap para pihak yang terlibat.

Di lain pihak, harus ada tindakan hukum Notaris dalam membuat akta
yang jika dinilai berdasarkan UUJN, tidak sesuai dengan UUJN.
Terakhir, perilaku Notaris harus sejalan dengan kewenangan yang
berwenang menilai perilakunya, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Untuk dapat menjatuhkan pidana kepada notaris, maka batasan-batasan tersebut

harus dipatahkan. Artinya, pelanggaran tersebut harus diatur dalam UUJN dan

KUHP.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, kemampuan untuk

membuktikan secara kognitif kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh notaris

sangat penting. Oleh karena itu, kekuatan penalaran hukum sangat penting.”®

™ bid.
5 1bid.
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Ketentuan Pasal 266 KUHPidana sudah jelas mengatur tentang ancaman
hukuman apabila memakai, memasukkan, membuat akta otentik sehingga
merugikan orang lain, yaitu :

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika
perbuatannya memerintahkan pencantuman keterangan palsu dalam
suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat menimbulkan
kerugian.

(2) Demikian pula jika seseorang menggunakan suatu dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang isinya palsu atau
menyesatkan, maka ia diancam dengan pidana yang sama jika
pemalsuan dokumen tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pelanggaran tugas notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun apabila
perbuatan tersebut ditetapkan sebagai pelanggaran menurut UUJN, maka perbuatan
tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran. Aspek perbuatan melawan hukum
belum tentu tercakup dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan
perundang-undangan.’®

Beberapa faktor dapat meringankan pelanggaran hukum suatu tindakan.
Merupakan praktik umum dalam teori hukum pidana untuk mengklasifikasikan
alasan penghapusan hukuman pidana berikut:”’

1. memberikan penjelasan atas Penjelasan:  Penjelasan  yang
menghapuskan pelanggaran hukum suatu tindakan dan mengubahnya
menjadi perbuatan yang benar;

2. Penjelasan yang memaafkan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Terdakwa dibebaskan dari hukuman karena tidak bertanggung jawab,
meskipun tindakannya masih ilegal dan merupakan kejahatan.

76 Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta, 2003, him.
153.
" Ibid, hlm. 154.
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Dengan demikian, Notaris yang bersangkutan terhindar dari tuntutan pidana,
karena tolok ukur penilaian suatu akta harus berlandaskan pada pelanggaran UUJN
dan Kode Etik Notaris.

Oleh karena itu, ia harus memberikan bukti tentang sifatnya yang bermasalah
jika pihak yang bersengketa menunjuk pada akta Notaris. Namun, jika ternyata di
pengadilan bahwa notaris, baik sengaja atau tidak, terlibat dalam suatu akta yang
tampaknya menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain, ia harus
menghadapi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kasus ini. Sanksi dapat
berupa tindakan notaris di mana notaris tidak memiliki kewenangan yang
sebenarnya atau di mana kewenangan notaris hanya dilimpahkan pada suatu akta.’®
Notaris mungkin menghadapi peringatan atau mungkin pemecatan tidak hormat
sebagai tindakan disiplin.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Secara Perdata
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, suatu

perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat komulatif.

Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang
membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau
materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan
karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kata kecakapan yang dimaksud

dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,

8 1bid, him. 211.
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yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, mereka yang telah berusia 21

tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa,

sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum

dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut

Pasal 1330 jo. Pasal 433 KUPerdata; serta orang-orang yang dilarang oleh

undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang

telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

3. Suatu Hal Tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus
jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan; dan

4. Suatu Sebab Yang Halal. Suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal
yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata, yaitu : Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak

bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-

undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan
syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian,
sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara
mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian

bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat
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dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang
memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan,
bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi
hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada
perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Dapat dikatakan bahwa kelalaian Notaris dalam membuat akta sesuai dengan
fakta hukum merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH
Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan
empat unsur penting, yaitu: pertama, harus ada perbuatan; kedua, harus ada unsur
kesalahan; ketiga, harus ada kerugian; dan terakhir, harus ada hubungan sebab
akibat antara kesalahan dan kerugian.”

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau
karena kecerobohan. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
mengatur ketentuan mengenai hal ini : “Setiap orang bertanggung jawab, bukan
hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Apabila terjadi
kesalahan akibat kelalaian atau pelanggaran hukum perdata, pelanggarnya dapat

dikenakan akibat perdata.8’ Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan

9 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2002, him. 3.
80 Karina Prasetyo Putri, Op.,Cit, him. 12.
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bentuk hukuman perdata yang mungkin. Jika notaris menerima gugatan hukum
yang menyatakan bahwa akta yang dipermasalahkan cacat atau batal demi hukum,
pihak yang mengajukan tuntutan dapat meminta hukuman dari notaris.

Kewenangan pembuktian akta notaris bersifat mutlak, tetapi akta tersebut
kehilangan sebagian kekuatannya jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi,
sehingga akta tersebut tidak lebih dari sekadar akta di bawah tangan. Akta notaris
yang tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini tidak dapat berlaku sebagai akta di
bawah tangan, menurut Pasal 1869 KUHPerdata “Suatu akta yang tidak dapat
diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya
pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya,
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para
pihak”.

Pengakuan para pihak atas akta perdata memberikan nilai pembuktian yang
lengkap. Terlepas dari apakah para pihak melanggar ketentuan khusus dalam
UUJN, akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan
mengikat bagi mereka. Semua akta dianggap tidak pernah dibuat atau ada jika
dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat diterima sebagai
dasar klaim untuk mendapatkan ganti rugi, sering kali melalui pembayaran kembali
biaya, ganti rugi, dan bunga. Tidak ada jumlah uang, ganti rugi, atau bunga yang

dapat diminta kembali dari akta notaris yang secara hukum tidak sah.5!

81 Karina Prasetyo Putri, Op.,Cit, him. 13.
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Kemampuan notaris untuk menagih honorarium, ganti rugi, dan bunga
tergantung pada sifat hubungan antara notaris dan pihak-pihak yang menggunakan
jasanya. Selama salah satu pihak tidak puas dengan tindakan notaris, pihak tersebut
dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada notaris dengan menggugatnya
di pengadilan yang sah. Tuntutan ganti rugi atas honorarium, ganti rugi, dan bunga
terhadap notaris tidak bergantung pada apakah alat bukti telah berubah posisi akibat
pelanggaran UUJN; melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang
berkembang antara notaris dan pihak-pihak yang berdiri di hadapannya.

Bukan hal yang aneh bagi pihak ketiga untuk menyertakan notaris sebagai
tergugat dalam tuntutan hukum ketika mereka meyakini tindakan atau tidak adanya
tindakan notaris dalam akta tersebut merupakan tindakan hukum terhadap mereka
atau orang lain yang disebutkan dalam akta tersebut. Selanjutnya mengenai faktor
penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 48
UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan
cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dengan
penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian
yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan
Notaris.

Paraf berlaku sebagai tanda tangan, sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau
tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat
penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Faktor
pembatalaan akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 49 UUJN

yang pada dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan isi
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akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan
menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk
bagian yang diubah

Kasus ini melibatkan potensi tanggung jawab perdata yang timbul dari fakta
bahwa akta Notaris tersebut tidak secara material salah. Pelanggaran hukum dapat
diklasifikasikan menjadi salah satu dari tiga cara menurut para ahli hukum:
disengaja, tanpa kesalahan (yaitu, tanpa maksud atau kecerobohan), dan lalai.®?
Kesengajaan adalah  bentuk pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan,
menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga
menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan maksud kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya
mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain, dan
tanpa kesalahan adalah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat,
artinya bahwa ia menyadari atau dapat menduga tentang akibatnya dengan Notaris
dalam bertindak harus penuh tanggungjawab.

Seorang Notaris juga dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama
dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau
menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya
sebagai tindakan yang melanggar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugasnya
memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah

atau lebih dikenal dengan nama presumptio iustae causa, artinya akta yang dibuat

82 Umi Mamlu’ul Hikmah, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi
Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Kumpulan Jurnal Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, him. 16.
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oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan
akta tersebut tidak sah.

Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat
yang diajukan oleh pihak yang membuat akta.7 Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris
sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang
menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan
kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan adminsitratif
untuk membuat suatu akta.

Jika notaris gagal memenuhi tugasnya, misalnya dengan tidak jujur dan
memihak, salah satu pihak dapat menderita kerugian finansial. Notaris dapat
menghadapi tuntutan perdata jika hal itu menyebabkan kerugian finansial; tetapi,
jika tidak ada kerugian tersebut, tuntutan tersebut akan ditolak. Sebagian besar,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur operasional kantor Notaris. Untuk
melindungi masyarakat dari penipuan dan memastikan bahwa orang tertentu tidak
kehilangan hak-haknya, profesi notaris mengambil tindakan pencegahan ekstra,
seperti menegakkan kredibilitas akta otentik, khususnya yang ditandatangani oleh
notaris.

3.3 Pertanggung Jawaban Secara Kode Etik Notaris

Profesionalisme dan penghormatan terhadap hukum seorang notaris akan
sangat terganggu jika tidak mematuhi UUJN dan kode etik notaris dalam
menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar seorang Notaris

dapat bersikap jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ikatan Notaris





79
Indonesia atau yang disingkat INI merupakan organisasi yang wajib diikuti oleh
semua notaris di Indonesia.

Notaris diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut sesuai
dengan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres Banten 2015:" Berperilaku
sesuai dengan ketentuan sumpah jabatan Notaris dan semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan cara yang tidak memihak dan terus terang serta
menjunjung tinggi rasa tanggung jawab pribadi yang kuat.”8

Sesuai dengan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a, Ikatan Notaris Indonesia
(I.N.L.) telah ada sejak tanggal 1 Juli 1908. Ikatan Notaris Indonesia telah diakui
sebagai Badan Hukum (rechtpersoon) berdasarkan Keputusan Pemerintah
Gouvernements Besluit Nomor 9, tanggal 5 September 1908. Dengan demikian,
Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah tunggal bagi semua orang di Indonesia
yang menduduki dan menjalankan tugas sebagai pejabat umum.8

De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging pertama kali didirikan di
Batavia pada tanggal 1 Juli 1908. la mendapat pengakuan resmi sebagai suatu badan
hukum (Gouvernements Besluit) dengan Nomor 9, tanggal 5 September 1908.%8°
Setelah beberapa perubahan, namanya menjadi lkatan Notaris Indonesia, satu-
satunya kelompok di Indonesia yang mensertifikasi notaris. Setelah mendapat
pengesahan dari Pemerintah, maka telah dimuat dalam Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28, Tambahan Nomor 1/P-1995. Hal ini

8 R Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta, 2010, him. 21
84https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-Notaris--tempuh-
langkah-ini . Online Diakses Sabtu 03 Desember 2024 Pukul: 15.06.
% Ferdinanto Ahmad, Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya, Rajawali
Press, Jakarta, 2009, him. 38.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dirugikan-oleh-tindakan-notaris--tempuh-langkah-ini
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sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23
Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995. Dengan demikian, maka telah
ditetapkan.8®

Sebagai lampiran UUJN yang memberikan klarifikasi atau penjabaran lebih
lanjut mengenai pasal-pasal UUJN, INI bertanggung jawab untuk menyusun kode
etik saat ini. Seperangkat aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan etika
yang merupakan kode etik. Tanggung jawab etika notaris didefinisikan dalam
UUJN, tetapi diperlukan interpretasi untuk menentukan bagian mana dari undang-
undang yang berada dalam lingkup kode etik dan, sebagai perluasan, hukuman apa
yang berlaku.

Adanya norma hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dan
kemungkinan adanya hukuman atas pelanggarannya, melahirkan tanggung jawab.
Kewajiban yang dilakukan oleh subjek hukum dianggap sebagai tanggung jawab
hukum karena kewajiban tersebut bersumber dari amanat peraturan perundang-
undangan dan sanksi yang dijatuhkan juga merupakan sanksi yang diamanatkan
oleh UU. Dalam kamus hukum, "tanggung jawab™ dapat berarti "tanggung jawab
hukum," yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas
konsekuensi tindakannya (seperti kesalahan), atau "tanggung jawab politik," yang
berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara politik atas tindakannya.

Istilah "etika profesional™ mengacu pada serangkaian nilai yang harus dijunjung
tinggi oleh semua profesional yang bekerja saat mewakili klien atau pelanggan

mereka. Profesional yang berbeda memiliki standar perilaku yang berbeda dalam

8 bid.
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hal persepsi publik terhadap profesi yang mereka pilih. Kode etik adalah ekspresi
resmi dari etika profesional. Istilah "kode" mengacu pada segala sesuatu yang telah
diputuskan oleh suatu komunitas secara keseluruhan sebagai sesuatu yang mengikat
secara hukum; dalam contoh ini, kode etik mengatur bagaimana para profesional di
komunitas tersebut diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka.®’

Berikut ini adalah beberapa bidang utama di mana kode etik ini memberikan
instruksi kepada para penganutnya tentang cara berperilaku secara profesional:2®

1) keterhubungan antara klien dan profesional;
2) kriteria penilaian profesional;

3) output dari studi akademis dan jurnal; dan
4) saran dari praktisi swasta.

5) Tingkat kompetensi dan gaji secara umum;
6) Manajemen karyawan; dan

7) Persyaratan pelatihan.

Notaris diharapkan tidak hanya menangani masalah hukum teknis; mereka juga
diharapkan berperan aktif dalam membentuk hukum negara mereka. Notaris harus
mewujudkan cita-cita perjuangan nasional dalam pekerjaan sehari-hari mereka,
terutama dalam hal peningkatan layanan masyarakat, dan mereka harus mematuhi
perkembangan undang-undang nasional agar dapat menjalankan profesinya secara
kompeten.®°

Persyaratan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab notaris
merupakan salah satu contoh hukum formal yang tercantum dalam UUJN. Bagi

seseorang yang memiliki kedudukan amanah dan menjalankan sebagian

kewenangan negara, seperti notaris, sangat penting untuk menunjukkan moralitas

87 |bid.
88 |_ubis Suhrawardi K, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, him. 20.
8 Umi Mamlu’ul Hikmah, Op,.Cit, him. 16.
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yang lebih baik dari yang diharapkan dari masyarakat luas. Tentu saja, Kode Etik
Notaris mengatur standar perilaku dan sikap yang dituntut dari seorang Notaris
dalam hal ini.®°

Istilah "kode etik" mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang
mengatur suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, Kode Etik Notaris adalah
seperangkat prinsip tentang cara berperilaku etis sebagai pejabat yang ditunjuk
pemerintah atau warga negara yang melaksanakan layanan publik, khususnya di
bidang pembuatan dokumen yang mengikat secara hukum.®?

Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, seorang notaris harus memahami
dengan baik semua tantangan yang mungkin terjadi. Memberikan bantuan
profesional kepada mereka yang membutuhkan dengan tetap menjaga
independensi, kejujuran, imparsialitas, dan rasa tanggung jawab yang kuat.®?

Motivasi utama notaris bukanlah keuntungan finansial, melainkan keinginan
untuk mengabdi kepada masyarakat, karena ini adalah profesi mulia yang
membantu menegakkan keabsahan hubungan hukum yang dibentuk oleh anggota
masyarakat saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peran
notaris dalam melaksanakan akta adalah peran kepercayaan, yang harus ia berikan

pembenaran yang adil dan moral.

% | Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, Siti Noer Endah, Pertanggungjawaban
Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, him. 271.

%1 Ibid.

%2 Ibid, hlm. 273.
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Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Perubahan Kode Etik Notaris

Kongres Luar Biasa lIkatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015
menyebutkan :

Kode Etik Notaris, yang juga dikenal sebagai Kode Etik Notaris, adalah
seperangkat pedoman moral yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia
("lkatan™) dan ditegakkan oleh Kongresnya. Pedoman ini berlaku untuk
semua notaris, baik sementara maupun pengganti, serta untuk anggota
Ikatan dan siapa pun yang menjalankan tugas kenotariatan.

Ketika seorang notaris membuat akta asli, ia harus bertanggung jawab penuh
jika terjadi pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.®® Karena
notaris hanya mencatat maksud para pihak dalam akta yang memuat kata-kata
mereka, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila salah satu
pihak melakukan kekeliruan atau pelanggaran hukum saat menjalankan
kewenangan resminya sesuai dengan kode etik.

Kode etik profesi pada hakikatnya bertujuan untuk merumuskan asas-asas etika
dengan tujuan :**

1. Menetapkan pedoman moral Kode etik bagi para profesional menetapkan
aturan yang harus diikuti oleh semua profesional di bidang tertentu. Kode
etik ini merinci proses untuk menetapkan tugas dan hak sehubungan dengan
Klien institusional dan masyarakat umum;

2. Menetapkan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
Profesional diharuskan untuk mematuhi kode etik yang menjabarkan
batasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan
tugasnya. Profesional sering kali menemukan diri mereka dalam kesulitan
ketika mencoba melaksanakan kewajiban mereka;

3. Memberikan nasihat etika Anggota mendapatkan bimbingan moral dari
kode etik saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Meskipun nasihat

% Abdi Maminang, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam
Pelaksanaa Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UndangUndnag Jabatan Notaris, Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, him. 50.

% http://millamantiez.blogspot.com/2013/04/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris, Online
Diakses Minggu, 31 Januari 2025 pukul 02.57.
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tersebut bersifat moral, nasihat tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi
para profesional untuk melakukan pekerjaan mereka dengan jujur dan tanpa
takut akan pembalasan. Merupakan hal yang terpuji untuk menerapkan etika
profesional dalam praktik; dan

4. Pedoman untuk kontrol sosial Orang yang tidak mematuhi atau menjalankan

kualitas suatu profesi sering kali merasa sangat sulit untuk mencapai profesi
tersebut karena independensinya. Meskipun demikian, akan menjadi tidak
profesional bagi para profesional untuk selalu bergantung pada kode etik
mereka. Dengan asumsi mereka berperilaku bermoral pada dasarnya, kode
etik akan melindungi mereka. Mereka menjaga otonomi mereka sebagai
profesional dengan mematuhi kode etik.

Jika salah satu pihak atau lebih memberikan informasi yang tidak akurat kepada
Notaris, maka masing-masing pihak bertanggung jawab secara individual atas
konsekuensinya. Dalam kasus ketika notaris melakukan penipuan dengan sengaja,
atau jika kesalahan tersebut merupakan hasil dari kelalaian notaris sendiri, maka
notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. %> Ketidakberpihakan dan kehati-hatian
notaris dalam menjalankan tugasnya akan meningkatkan perlindungan notaris.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta otentik
yang berpihak ke salah satu penghadap adalah apabila terbukti oleh Dewan
Kehormatan Notaris dengan itu terdapat sanksi yang akan didapat.

Dalam perannya sebagai lembaga independen dan independen dari Ikatan
Notaris, Dewan Kehormatan bertugas untuk menjaga kode etik profesi notaris, serta
menjaga kehormatan dan kedudukan notaris. Dewan Kehormatan terdiri dari tiga

tingkatan: Dewan Kehormatan Nasional yang bertanggung jawab atas seluruh

wilayah Indonesia; Dewan Kehormatan Provinsi yang bertanggung jawab atas

% Ibid.
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setiap provinsi; dan Dewan Kehormatan Kota atau Kabupaten yang bertanggung
jawab atas setiap kota atau kabupaten.
Ketentuan sanksi Notaris terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) Perubahan Kode
Etik Notaris Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei
2015 menyebutkan :
Anggota yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam kode etik dapat
menghadapi konsekuensi seperti:

Permohonan maaf;

Peringatan;

Pemecatan masa percobaan dari keanggotaan Asosiasi;

Pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Asosiasi; dan
Pemecatan permanen dari keanggotaan Asosiasi.

P00 o

Apabila anggota tetap (Notaris aktif) Ikatan Notaris melakukan pelanggaran,
baik berupa pelanggaran norma kesusilaan maupun perbuatan yang dapat
mencemarkan nama baik profesi atau merusak kepercayaan masyarakat terhadap
Notaris, maka Dewan Kehormatan Pusat dapat memutuskan dan memberikan
sanksi. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa teguran keras atau
peringatan sederhana. Sanksi bagi anggota yang melanggar Kode Etik Notaris
disesuaikan dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran.

Notaris dapat menghadapi konsekuensi karena tidak melaksanakan tugasnya
sebagai notaris jika masyarakat mengajukan pengaduan atau Majelis Pengawas
Notaris (MPN) melakukan pemeriksaan dan menemukan notaris tersebut
melakukan pelanggaran.® Notaris yang bersangkutan dipanggil oleh MPN daerah.
Hasil pemeriksaan terhadap prosedur Notaris dan pemeriksaan terhadap Notaris itu

sendiri dituangkan dalam suatu berita acara yang disusun oleh MPN Daerah.

% HLM. Budi Untung, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta, 2002, him. 100.
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Menurut KEN, ada dua tingkat pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang

dilakukan oleh notaris, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding.®’

Tingkat pemeriksaan dan hukuman pertama sebagaimana tercantum dalam

Pasal 9 Kode Etik Notaris Perubahan Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris

Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015, menyatakan:

1.

Setelah Dewan Kehormatan Daerah/Pusat menemukan bukti adanya
dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di
atas, Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib
memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan melalui panggilan
tertulis untuk menegaskan terjadinya dugaan pelanggaran dan
memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menjelaskan
atau membela diri. Proses ini wajib diselesaikan dalam waktu empat
belas hari kerja. Batas akhir penyampaian panggilan adalah empat belas
(14) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan yang dijadwalkan;
Apabila anggota yang bersangkutan tidak hadir pada hari ujian yang
telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang menyelenggarakan
ujian akan memberikan pemanggilan kedua kepada yang bersangkutan
paling lambat empat belas (14) hari kerja sejak pemanggilan pertama;
Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak hadir pada panggilan kedua,
Dewan Kehormatan yang membidangi penyidikan akan menerbitkan
panggilan ketiga paling lambat empat belas hari kerja sejak penyidikan
berakhir;

Sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik, Dewan Kehormatan pemeriksa akan
tetap bersidang dan memutuskan putusan dan/atau hukuman apabila
yang bersangkutan tetap tidak hadir setelah pemanggilan ketiga.
Anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang melakukan
pemeriksaan masing-masing menandatangani berita acara hasil
pemeriksaan. Tanda tangan Dewan Kehormatan pemeriksa cukup
apabila anggota yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita
acara pemeriksaan;

Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan wajib memutuskan
hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan memberikan sanksi kepada
yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal rapat terakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kode Etik
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan.

Anggota yang bersangkutan akan diberhentikan dengan Surat Keputusan
Dewan Kehormatan pemeriksa apabila tidak terbukti melakukan
Pelanggaran.;

7 Ibid.
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8. Merupakan  tanggung jawab  Dewan  Kehormatan  yang
menyelenggarakan ujian untuk memastikan bahwa Surat Keputusan
tersebut sampai kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat,
dengan duplikat yang dikirimkan ke lokasi-lokasi berikut: Pengurus
Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan
Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Jika
Kongres memutuskan untuk memberikan sanksi kepada seorang
anggota, mereka harus mengirimkan pemberitahuan melalui pos tercatat
kepada anggota yang diperiksa beserta salinannya ke: Pengurus Pusat,
Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan
Daerah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.

9. Penghakiman dan pemeriksaan persidangan tunduk pada peraturan dan
tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan sebagai berikut:

a. la harus selalu memperlakukan setiap anggota dengan sopan dan
hormat;

b. la harus menjaga lingkungan agar tetap hangat dan ramah; dan

c. la harus merahasiakan informasi apa pun yang ia temukan.

10. Ujian dilaksanakan secara tertutup, tetapi pembacaan keputusan
dilakukan secara terbuka;

11. Agar ujian Dewan Kehormatan dianggap sah, maka harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota. Apabila pada saat
dimulainya sidang tidak memenuhi jumlah peserta yang ditentukan,
maka sidang akan ditunda selama 30 menit. Sidang tetap sah dan dapat
mengambil keputusan secara sah apabila setelah penundaan tidak
memenuhi kuorum;

12. Setiap penguji dalam Dewan Kehormatan berhak atas satu suara; dan

13. Apabila belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah di tingkat
pimpinan daerah, maka tugas dan wewenang Dewan Kehormatan
Daerah dialihkan kepadanya..

Apabila dari serangkaian proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada
tingkat pertama Notaris tidak menerima dengan hasil tersebut maka masih
mempunyai hak banding terhadap putusan pertama, Berikut ini dikemukakan sesuai
dengan ketentuan Pasal 10 Kode Etik Notaris Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan
Notaris Indonesia di Banten Tahun 2009-2010 :

1. Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat
Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan
Kehormatan Wilayah;

2. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim
langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan





10.

11.

12.
13.

14.
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Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,
Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan
Daerah;

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan
permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat
wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan
Pusat;

Dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak pemeriksaan terakhir
anggota pada sidang terakhir, Dewan Kehormatan Pusat harus
memberikan keputusan atas permohonan banding tersebut;

Dewan Kehormatan Pusat tetap mengambil keputusan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meskipun anggota yang
dipanggil tidak hadir;

Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut
kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya
kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan
Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat
Keputusan;

Anggota wajib mengajukan permohonan banding paling lambat tiga
puluh (30) hari kerja sebelum rapat Kongres dijadwalkan;

Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim
langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres
melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada Pengurus
Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan
Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan
Daerah;

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan
permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus
Pusat;

Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang
mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam Kongres;

Permohonan banding harus diputus dalam sidang Kongres;

Meskipun anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam sidang,
keputusan tetap diambil oleh Kongres.

Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat
keputusan kepada anggota yang diperiksa melalui pos tercatat, dengan
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tembusan kepada: Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Dewan
Kehormatan Daerah, Pimpinan Daerah, dan Dewan Kehormatan
Daerah;

15. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keputusan

sanksi mempunyai kekuatan hukum tetap::

a. Anggota dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis;

b. Anggota dapat dikenai sanksi skorsing sementara atau dikeluarkan
dari lkatan dengan hormat atau tidak hormat apabila tidak
mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan; dan

c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah memutuskan konsekuensi
banding atas sanksi tersebut.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 12 Perubahan Kode Etik Notaris pada
Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015
bahwa sejak putusan banding Notaris tersebut diputus dengan pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan
hormat, maka putusan Dewan Kehormatan Pusat/Kongres tersebut mempunyai
kekuatan hukum tetap dan dicatat dalam daftar anggota ikatan tersebut: “Pengurus
Pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota Perkumpulan atas setiap
keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan
Kehormatan Pusat/Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Semua anggota dan siapa pun yang menjalankan profesi notaris wajib mematuhi
Kode Etik ini sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang ditetapkan oleh
Kongres INI. Hal ini mengingat notaris adalah pejabat yang bertugas untuk
menjamin keselamatan dan keadilan bagi mereka yang menggunakan jasanya.

Demi kepentingan kliennya, notaris harus menjunjung tinggi standar yang

ditetapkan oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang tentang Peradilan dan
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Penghakiman yang Seragam (UUJN). Tindakan notaris memiliki dampak bagi
kliennya dan masyarakat luas.%®

Dalam aturan main yang telah ditetapkan oleh Kongres INI, Kode Etik ini wajib
diikuti oleh seluruh anggota maupun seseorang yang menjalankan profesi Notaris.
Hal ini mengingat bahwa profesi notaris sebagai pejabat umum yang harus
memberikan rasa aman serta keadilan bagi para pengguna jasanya. Untuk
memberikan rasa aman bagi para pengguna jasanya, Notaris harus mengikuti
kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris
maupun Kode Etik Notaris.

Notaris harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan terhadap klien
maupun masyarakat. Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk
moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota Notaris dan
menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota notaris dalam mewujudkan
masyarakat yang tertib.

Adalah tanggung jawab setiap anggota Notaris untuk turut serta dalam rangka
menciptakan ketertiban masyarakat dengan menaati segala larangan dan kewajiban
yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan norma kesusilaan dan

peraturan tingkah laku.

% Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, Prinsip-prinsip dalam Profesi Notaris, Dunia
Cerdas, Jakarta, 2013, him. 11.





BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan

yang dapat diambil penulis sebagai berikut :

1.

Kriteria hukum bertindak tidak memihak bagi Notaris dalam rangka
melaksanakan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik berdasarkan
Pasal 52 UUJN dan Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015 adalah bahwa Notaris harus
bersikap tidak berpihak atau netral terhadap para penghadap, tidak bertindak
sebagai pihak dalam pembuatan akta otentik tersebut dan tidak membuat akta
otentik untuk kepentingan anak isteri, dan keluarga Notaris dalam garis
keturunan lurus ke atas dan ke bawah tanpa batasan derajat dan dalam garis ke
samping sampai derajat ketiga serta tidak memberikan keuntungan berupa hak
atas kepemilikan barang/benda terhadap salah satu penghadap dalam
pembuatan akta otentik tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik apabila Notaris berpihak ke
salah 1 (satu) penghadap dalam pembuatan akta otentik yaitu
pertanggungjawaban secara pidana berupa pengaduan dari penghadap yang
merasa dirugikan Notaris tersebut ke pihak kepolisian, pertanggungjawaban
secara perdata berupa gugatan ganti rugi oleh penghadap ke pengadilan dan
pertanggungjawaban secara Kode Etik Notaris tertuang dalam Pasal 6 ayat (1)

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di
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Banten 29-30 Mei 2015 yaitu: teguran, peringatan, pemberhentian sementara,
dan pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat.

4.2. Saran

Penulis dapat memberikan saran berikut:

1. Akta notaris yang dibuat oleh notaris harus mematuhi ketentuan formil dan
materiil yang diatur dalam UUJN, KEN, dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang mengatur kenotariatan. Jika tidak, akta notaris tersebut tidak sah
dan dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ada gugatan dari pihak yang dirugikan.

2. Hendaknya Pemerintan bersama DPR dan pemangku jabatan dibidang
kenotariatan memperbaiki UUJN dengan menjelaskan dan merinci maksud kata
tidak berpihak dalam pembuatan akta Notaris agar terpenuhinya kepastian
hukum serta rasa keadilan terhadap Notaris maupun masyarakat agar akta
otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai keseimbangan yang sama

menurut hukum.
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